
BUPATI BONDOWOSO
PROVINSI JAVA TIMUR

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR   9     TAHUN2025

TENTANG

PRIORITAS DAN F`OKUS PENGGUNAAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
DANA DESA KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAIIA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

Menimbang  :   bahwa   untuk   melaksanakan   ketentuan   Pasal   40   ayat   (1)
Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  145  Tahun  2023  tentang
Pengelolaan  Dana Desa  serta untuk kelancaran  dan  ketertiban
pelaksanaan    Dana    Desa    Tahun    Anggaran    2025,    perlu
menetapkan   Peraturan   Bupati   tentarig   Prioritas   dan   Fokus
Penggunaan, Pembinaan dan Pengawasan Dana Desa Kabupaten
Bondowoso Tahun Anggaran 2025;

Mengingat     :   1.   Undang-Undang Nomor 12 Tahun l950 tentang pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Timur  (Berita  Negara  Tahun  1950  Nomor  41)  sebagaimana
telah diubah  dengan Undang-Undang Nomor 2  Tahun  1965
tentang  Perubahan  Batas  Wilayah  Kotapraja  Surabaya Dan
Daerah  Tingkat  11   Surabaya  Dengan  mengubah  Undang-
Undang No.  12 Tahun  1950,  tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur,
Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Jogyakarta
(I,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,
Tambahan   Lembaran   Negara   Republik   Indonesia   Nomor
2730);

2.   Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2003  tentang  Keuangan
Negara  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2003
Nomor 47,  Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia
Nomor 4286);

3.   Undang-Undang    Nomor    6    Tahun    2014    tentang    Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan   Lembaran   Negara   Republik   Indonesia   Nomor
5495)   sebagaimana  telah  diubah  beberapa  kali,   terakhir
dengan   Undang-Undang   Nomor   3   Tahun   2024   tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang  Desa  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun
2024   Nomor   77,   Tambahan   Lembaran   Negara   Republik
Indonesia Nomor 6914);

4.Undang-Undang...
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4.   Undang-Undang      Nomor      23      Tahun      2014      tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun   2014   Nomor   244,   Tambahan   Lembaran   Negara
Republik Indonesia Nomor  5587)  sebagaimana telah  diubah
beberapa  kali,   terakhir  dengan  Undang-Undang  Nomor  9
Tahun  2015  Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);

5.   Undang-undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang   Cipta   Kerja   menjadi   Undang-Undang   (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6.   Peraturan   Pemerintah   Nomor   43   Tahun   2014   tentang
Peraturan   Pelaksanaan   Undang-Undang   Nomor   6   Tahun
2014  tentang  Desa  (I,embaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun   2014   Nomor   213,   Tambahan   Lembaran   Negara
Republik Indonesia Nomor  5539)  sebagaimana telah  diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
11  Tahun  2019  tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Peraturan
Pemerintah   Nomor   43   Tahun   2014   tentang   Peraturan
Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun  2014  tentang
Desa   (Lembaran   Negara  Republik  Indonesia  Tahun   2019
Nomor 41,  Tambahan Lembaran  Negara Republik Indonesia
Nomor 6321);

7.   Peraturan   Pemerintah   Nomor    12   Tahun   2017    tentang
Pembinaan  dan  Pengawasan  Penyelenggaraan  Pemerintahan
Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2017
Nomor 73,  Tambahan I,embaran  Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

8.   Peraturan   Pemerintah   Nomor    12   Tahun   2019    tentang
Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia   Tahun   2019   Nomor   42,   Tambahan   Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9.   Peraturan   Pemerintah   Nomor   37   Tahun   2023    tentang
Pengelolan  Transfer  Ke  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia  Tahuri  2023   Nomor   loo,   Tambahan  I+embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6833);

10. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor   114  Tahun  2014
tentang    Pedoman    Pembangunan    Desa    (Berita    Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

11. Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal,
dan  Transmigrasi  Nomor  1  Tahun  2015  tentang  Pedoman
Kewenangan  Berdasarkan  Hak  Asal  Usul  dan  Kewenangan
Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor  158);

12. Peraturan    Menteri    Keuangan    Nomor:    50/PMK.07/2017
tentang Tata  Cara  Pengalokasian,  Penyaluran,  Penggunaan,
Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 537);

13. Peraturan    Menteri    Keuangan    Nomor:    199/PMK.07/2017
tentang    Tata    Cara    Pengalokasian    Dana    Desa    Setiap
Kabupaten dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);

14.Peraturan...
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14.Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri   Nomor   20   Tahun   2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

15.Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri   Nomor   73   Tahun   2020
tentang   Pengawasan   Pengelolaan   Keuangan   Desa   (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);

16.Peraturan   Menteri  Dalam   Negeri   Nomor   77   Tahun   2020
tentang   Pedoman   Teknis   Pengelolaan   Keuangan   Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1781);

17. Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal,
dan  Transmigrasi  Nomor  7  Tahun  2023  tentang  Rincian
Prioritas  Penggunaan  Dana  Desa  (Berita  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);

18. Peraturari Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentar}g
Pengelolaan  Dana  Desa  (Berita  Negara  Republik  Indonesia
Tahun 2023 Nomor 1051);

19. Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal,
dan  Transmigrasi  Nomor  2  Tahun  2024  tentang  Petunjuk
Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);

20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang
Pengalokasian   Dana  Desa   Setiap   Desa,   Penyaluran,   Dan
Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);

21. Peraturan       Kepala      Lembaga      Kebijakan       Pengadaan
Barang/Jasa  Pemerintah  Nomor   12  Tahun  2019   tentang
Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di
Desa  (Berita Negara Republik Indonesia Tahun  2019  Nomor
1455);

22. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Bondowoso  Nomor  8  Tahun
2014    tentang    Pengelolaan    Keuangan    dan    Aset    Desa
(I,embaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 Nomor
4 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten    Bondowoso    Nomor    2    Tahun    2017    tentang
Perubahan  Atas  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Bondowoso
Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset
Desa  (Lembaran  Daerah  Kabupaten  Bondowoso  (Lembaran
Daerah    Kabupaten    Bondowoso   Tahun    2017    Nomor    2,
Tambahan  I+embaran  Daerah  Kabupaten  Bondowoso  Nomor
8);

23. Peraturari  Daerah  Kabupaten  Bondowoso  Nomor  10  Tahun
2014  tentang  Pembangunan  Desa  dan  Kawasan  Perdesaan
(Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 Nomor
6 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten    Bondowoso    Nomor   4   Tahun    2017    tentang
Perubahan  Atas  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Bondowoso
Nomor   10  Tahun  2014   tentang  Pembangunan  Desa  dan
Kawasan      Perdesaan      (Lembaran      Daerah      Kabupaten
Bondowoso   Tahun   2017   Nomor   4,   Tambahan   Lembaran
Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 10);

24.Peraturan....
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24. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Bondowoso  Nomor  7  Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten     Bondowoso     (Lembaran     Daerah     Kabupaten
Bondowoso   Tahun   2016   Nomor   7,   Tambahan   I+embaran
Daerah  Kabupaten Bondowoso  Nomor 4)  sebagaimana telah
diubah  beberapa  kali,  terakhir  dengan  Peraturan  Daerah
Kabupaten    Bondowoso    Nomor    1    Tahun    2025    tentang
Perubahan    Kedua    Atas    Peraturan    Daerah    Kabupaten
Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan      Perangkat     Daerah      Kabupaten      Bondowoso
(Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2025 Nomor
1,   Tambahan   Lembaran   Daerah   Kabupaten   Bondowoso
Nomor 69);

25. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Bondowoso  Nomor   1  Tahun
2020 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Bondowoso   Tahun   2020   Nomor   1,   Tambahan   Lembaran
Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 35);

26. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Bondowoso  Nomor  2  Tahun
2020   tentang   Badan   Permusyawaratan   Desa   (Lembaran
Daerah   Kabupaten   Bondowoso   Tahun   2020    Nomor   2,
Tambahan  Lembaran Daerah  Kabupaten  Bondowoso  Nomor
36);

27. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Bondowoso  Nomor  12  Tahun
2025  tentang  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah
Tahun    Anggaran    2025    (Lembaran    Daerah    Kabupaten
Bondowoso Tahun 2025 Nomor 12);

28. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor  19 Tahun 2018 tentang
Daftar  Kewenangan  Desa  Berdasarkan  Hak  Asal  Usul  dan
Kewenangan  Lokal  Berskala  Desa di  Kabupaten  Bondowoso
(Berita  Daerah  Kabupaten  Bondowoso  Tahun  2018  Nomor
19);

29. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 28 Tahun 2020 tentang
Tata  Cara  Pengadaan  Barang/Jasa  di  Desa  (Berita  Daerah
Kabupaten Bondowoso Tahun 2020 Nomor 28);

30. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 125 Tahun 2021 tentang
Kedudukan,  Susunan  Orgariisasi,  Tugas  dan  Fungsi  serta
Tata   Kelja   Dinas   Pemberdayaan   Masyarakat   dan   Desa
Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso
Tahun 2021 Nomor 125);

31. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 48 Tahun 2023 tentang
Peraturan    Pelaksanaan    Peraturan     Daerah    Kabupaten
Bondowoso  Nomor  1  Tahun  2020  tentang  Perangkat  Desa
(Berita  Daerah  Kabupaten  Bondowoso  Tahun  2023  Nomor
48);

32. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 21 Tahun 2024 tentang
Penjabaran  Perubahan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja
Daerah  Tahun  Anggaran  2025   (Berita  Daerah  Kabupaten
Bondowoso Tahun 2024 Nomor 21);

MEMUTUSRAN:

Menetapkan  :   PERATURAN     BUPATI    TENTANG     PRIORITAS     DAN     FOKUS
PENGGUNAAN,   PEMBINAAN  DAN   PENGAWASAN  DANA  DESA
RABUPATEN BONDOWOS0 TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I...
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BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturari Bupati ini yang dimaksud dengan:
1.  Daerah adalah Kabupaten Bondowoso.
2.  Pemerintah  Daerah  adalah  Pemerintah  Daerah  Kabupaten

Bondowoso.
3.  Bupati adalah Bupati Bondowoso.
4.  Sekretaris   Daerah   adalah   Sekretaris   Daerah   Kabupaten

Bondowoso.
5.  Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Bondowoso.
6.  Dinas     Pemberdayaan     Masyarakat     dan     Desa,     yang

selanjutnya disebut  Dinas PMD adalah Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Bondowoso.

7.  Camat   adalah   Camat  di   lingkungan  Pemerintah   Daerah
Kabupaten Bondowoso.

8.  Desa  adalah  kesatuan  masyarakat  hukum  yang  memiliki
batas   wilayah   yang   berwenang   untuk   mengatur   dan
mengurus  urusan  pemerintahan,  kepentingan  masyarakat
setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,
dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam
sistem  pemerintahan  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia,
dengan jumlah Desa di kabupaten Bondowoso sebanyak 209
(dua ratus sembilan).

9.    Dana  Desa  adalah  dana  yang  bersumber  dari  Anggaran
Pendapatan  dan  Belanja  Negara  yang  diperuntukhan  bagi
Desa  yang  ditransfer  melalui  Anggaran  Pendapatan  dan
Belanja Daerah Kabupaten dan digunakari untuk membiayai
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan,
pembin aan        kemasyarakatan ,        dan        p e in b e rd ayaan
masyarakat.

10.  Alokasi Dasar adalah alokasi minimal dana desa yang akan
diterima oleh setiap desa, yang besarannya dihitung dengan
cara 90% (sembilan puluh persen) dari ariggaran dana desa
dibagi dengan jumlah desa secara nasional.

11.  Alokasi   Formula   adalah   alokasi   yang   dihitung   dengan
memperhatikan jumlah  penduduk  desa,  angka kemiskinan
desa, 1uas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa.

12.  Pemerintah  Desa  adalah  Kepala  Desa  dibantu  perangkat
Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

13.  Pemerintahan     Desa     adalah     Penyelenggaraan     urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

14.  Kewenangan  Desa  adalah  kewenangan  yang  dimiliki  Desa
meliputi      kewenangan      di      bidang      penyelenggaraan
Pemerintahan    Desa,    pelaksanaan    Pembangunan    Desa,
Pembinaan    Kemasyarakatan    Desa,    dan    Pemberdayaan
Masyarakat  Desa  berdasarkan  prakarsa  masyarakat,  hak
asal usul dan adat istiadat Desa.

15.  Kewenangan  berdasarkan  hak  asal  usul  adalah  hak  yang
merupakan warisan yang masih  hidup  dan  prakarsa  Desa
atau      prakarsa     masyarakat      Desa      sesuai      dengan
perkembangari kehidupan masyarakat.

16.Kewenangan...
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16.  Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang
telah   dijalankan   oleh   Desa   atau      mampu   dari   efektif
dijalankan     oleh     Desa     atau     yang     muncul     karena
perkembangan Desa dan prakasa masyarakat Desa.

17.  Pembangunan   Desa   adalah   upaya   peningkatan   kualitas
hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan
masyarakat desa.

18.  Pemberdayaan       Masyarakat       Desa       adalah       upaya
men gembarigkan        kem and irian        dan        ke sej ahteraan
masyarakat    untuk    meningkatkan    pengetahuan,    sikap,
keterampilan,    prilaku,    kemampuan,    kesadaran,    serta
memanfaatkan  sumberdaya  melalui  penetapan  kebijakan,
program,  kegiatan,  dan pendampingan yang sesuai dengan
esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

19.  Prioritas  Penggunaan Dana   Desa   adalah pilihan kegiatan
yang    didahulukan    dan    diutamakan    daripada    pilihan
kegiatan lainnya untuk dibiayai dengari Dana Desa.

20.  Rencana   Pembangunan   Jangka   Menengah    Desa   yang
selanjutnya     disebut     RPJM     Desa     adalah     Dokumen
perencanaan Desa untuk periode 6 (enam) tahun.

21.  Rencana    Kerja    Pemerintah    Desa,    selanjutnya    disebut
RKP  Desa,  adalah  penjabaran  dari  Rencana  Pembangunan
Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

22.  Badan  Permusyawaratan  Desa,  yang  selanjutnya  disingkat
BPD,     adalah     lembaga     yang     melaksanakan     fungsi
pemerintahan   yang   anggotanya   merupakan   wakil   dari
penduduk   Desa   berdasarkan   keterwakilan   wilayah   dan
ditetapkan secara demokratis.

23.  Musyawarah    Desa    adalah    musyawarah    antara    BPD,
Pemerintah      Desa,      dan      unsur      masyarakat      yang
diselenggarakan   oleh   BPD   untuk  menyepakati   hal  yarig
bersifat strategis.

24.  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa,  yang  selanjutnya
disebut   APE   Desa,   adalah   rencana   keuangan   tahunan
Pemerintahan Desa.

25.  Rekening  Kas  Umum  Daerah,  yang  selanjutnya  disingkat
RKUD,  adalah  rekening  tempat  menyimpan  uang  daerah
yang  ditentukan  oleh  Bupati  untuk  menampung  seluruh
penerimaan  daerah,  dan  membayar  seluruh  pengeluaran
daerah pada bank yang ditetapkan.

26.  Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah
rekening tempat  penyimpanan uang pemerintah  desa yang
menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk
membayar   seluruh   pengeluaran   desa   pada   bank   yang
ditetapkan.

27.  Sisa  Dana  Desa  adalah  Daria  Desa  yang  disalurkan  oleh
Pemerintah kepada Pemerintah Kabupaten yang tidak habis
disalurkan ke Desa sampai akhir tahun anggaran atau dana
desa  yang  disalurkan  oleh  Kabupaten  kepada  Desa  yang
tidak   habis   digunakan   oleh   desa   sampal   akhir   tahun
anggaran  dan  menjadi  bagian  dari  Sisa  Lebih  Perhitungan
Anggaran APBDesa.

28. Pembantu...
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28.  Pembantu    Pembina    Keluarga    Berencana    Desa,    yang
selanjutnya disingkat PPKBD, adalah Institusi Masyarakat di
tingkat  Desa  yang  mewadahi  peran  serta  masyarakat  dan
pengelolaan,    penyelenggaraan    dan    pembinaan    Program
Keluarga Berencana di Desa.

29.  Sub  Pembantu  Pembina  Keluarga  Berencana  Desa,  yang
selanjutnya disebut Sub PPKBD, adalah lnstitusi Masyarakat
yang berada di tingkat RW/Dusun yang menggerakkan dan
mewadahi     peran     serta     masyarakat     dalam     rangka
pengelolaan,   penyelenggaraan,   dan   pembinaan   Program
Keluarga Berencana di tingkat RW/Dusun.

30.  Padat     Karya    Tunal    adalah     kegiatan     pemberdayaan
masyarakat  desa,  khususnya  yang  miskin  dan  marginal,
yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan
sumber   daya,   tenaga   keria,   dan   teknologi   lokal   untuk
memberikan    tambahan    upah/pendapatan,    mengurangi
kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

31.  Anak  Kerdil  (sfuntirtg/  adalah  kondisi  gagal  tumbuh  pada
anak balita (bayi dibawah lima tahun) akibat kekurangan gizi
kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya.

32.  Pelayanan Gizi adalah rangkaiari kegiatan untuk memenuhi
kebutuhan  gizi  perorangan  dan  masyarakat  melalui  upaya
pencegahan,   peningkatan,   penyembuhan,   dan   pemulihan
yang   dilakukan   di   masyarakat   dan   fasilitas   pelayanan
kesehatan.

33.  Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD   adalah
rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang
menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk
membayar   seluruh   pengeluaran   desa   pada   bank   yang
ditetapkan.

34.  Pembinaan   adalah   usaha,   tindakan,   dan   kegiatan  yang
ditujukan     untuk     mewujudkan      tercapainya     tujuan
penyelenggaraan pemerintahan desa.

35.  Pengawasan  adalah  usaha,  tindakan,   dan  kegiatan  yang
ditujukan  untuk  menjamin  terselenggaranya  pemerintahan
desa     berialan     sesuai     dengan     ketentuan     peraturan
perundang-undangan.

36.  Fasilitasi adalah penyediaan bantuan atau pelayanan untuk
kemudahan dan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan
desa.

37.  Koordinasi adalah proses pengintegrasian dan singkronisasi
program dan kegiatan pada organisasi perangkat daerah dan
desa untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan.

38.  Evaluasi    adalah    rangkaian    kegiatan    membandingkan
hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau
norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor
yang   mempengaruhi   keberhasilan   atau   kegagalan   suatu
kegiatan dalarn mencapai tujuan.

BAB 11...
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BAB 11
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

(1)  Penggunaan   Dana   Desa   diprioritaskan   untuk   mendanai
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

{2}  Prioritas  Penggunaan  Dana  Desa  dalam  pembangunan  dan
pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)  diatur  dan  diurus  oleh  Desa  berdasarkan  kewenangan
Desa.

(3)  Prioritas  Penggunaan  Dana  Desa  dalam  pembangunan  dan
pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)   diarahkan  untuk  percepatan  pencapaian  tujuan   SDGs
Desa.

Pasal 3

Prioritas  Penggunaan  Dana  Desa  sebagaimana
Pasal 2  ditujukan untuk memberikan manfaat
bagi masyarakat Desa dalam rangka:
a.  peningkatan kesejahteraan masyarakat desa;
b.  peningkatan kualitas hidup manusia; serta
c.  penanggulangan kemiskinan.

dimaksud  dalam
sebesar-besamya

Bagian Kedua
Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk Pembangunan Desa

Pasal 4

Prioritas   Penggunaan   Dana   Desa   untuk   pembangunan   Desa
dilaksanakan melalui :
a.  pemenuhan kebutuhan dasar;
b.  pembangunan sarana dan prasarana Desa;
c.  pengembangan potensi ekonomi lokal; dan
d.  pemanfaatan   sumber   daya   alam   dan   lingkungan   secara

berkelanjutan.

Pasal 5

(1)  Rincian pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 huruf a, terdiri atas:
a.  pencegahan dan penurunan stunting di Desa:
b.  perluasan  akses  layanan  Kesehatan  sesuai  kewenangan

desa;
c.  penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani; dan
d.  penurunan beban pengeluaran masyarakat miskin.

(2)Rincian...
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(2)  Rincian    pembangunan    sarana         dan    prasarana    Desa
sebagaimana dimaksud  dalam Pasal 4 huruf b  terdiri atas:
a.  pembangunan sarana dan prasarana pendataan Desa;
b.  pembangunan    sarana    dan    prasarana    dalam    rangka

pengentasan kemiskinan dan kawasan kumuh;
c.  pembarigunan sarana dan prasarana pengembangan listrik

altematif di Desa bagi desa yang belum dialiri listrik;
d.  pembangunan sarana dan prasarana transportasi;
e.  pembangunan    sarana    dan    prasarana   informasi    dan

komunikasi;
f.   pembangunan    sarana    dan    prasarana    dalam    rangka

peningkatan  kualitas  sumber  daya  manusia  masyarakat
desa;

9.  pembangunan    sarana    dan    prasarana    dalam    rangka
peningkatan  keterlibatan  masyarakat  secara  menyeluruh
dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
dan

h.  pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka mitigasi
dan penanganan bencana alam dan nonalam.

(3)  Rincian  pengembangan  potensi  ekonomi  lokal  sebagaimana
dimaksud dalaln Pasal 4 huruf c terdiri atas:
a.  pendirian,   pengembangan,   dan   peningkatan   kapasitas

pengelolaan  badan  usaha  milik  Desa/badan  usaha  milik
Desa bersana;

b.  pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan
dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik
Desa bersama; dan

c.  pengembangan Desa wisata.
(4)  Rincian   pemanfaatan   sumber   daya  alam   dan   lingkungan

secara  berkelanjutan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  4
huruf d terdiri atas rincian:
a.  pemanfaatan energi terbarukan;
b.  pengelolaan lingkungan Desa; dan
c.  pelestarian sumber daya alam Desa.

Bagian Ketiga
Prioritas Penggunaan Dana Desa Untuk

Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 6

Prioritas     Penggunaan     Dana     Desa     untuk     pemberdayaan
masyarakat   sebagaimana   dimaksud   dalam   Pasal   2   ayat   (1)
dilaksanakan melalui :
a.  penyelenggaraan    promosi       kesehatan   dan    gerakan

masyarakat hidup sehat;
b.  penguatan    partisipasi    masyarakat    dalam    perencanaan,

pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa;
c.  pengembangan       kapasitas    ekonomi      produktif    dan

kewirausahaan masyarakat desa;
d.  pengembangan semi budaya lokal; dan
e.  penguatan  kapasitas  masyarakat  dalam  rangka  mitigasi  dan

penanganan bencana alam dan nonalam.
Pa`sal 7 S . .
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Pasal 7

(1)  Rincian   penyelenggaraan   promosi   kesehatan   dan   gerakan
masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
huruf a terdiri atas:
a.   penyelenggaraan     promosi     kesehatan     dan     gerakan

masyarakat  hidup  sehat  dalaln  rangka  pencegahan  dan
penurunan stunting di Desa;

b.   penyelenggaraan     promosi     kesehatan     dan     gerakan
masyarakat   hidup   sehat   dalam rangka penanggulangan
penyakit menular dan penyakit tidak menular.

c.   penyelenggaraan     promosi     kesehatan     dan     gerakan
masyarakat    hidup    sehat    dalaln    rangka   optimalisasi
pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional; dan

d.   penyelenggaraan     promosi     kesehatan     dan     gerakan
masyarakat  hidup  sehat  dalam  rangka  pencegahan  dan
pemberantasan   penyalahgunaan   dan   peredaran   gelap
narkotika dan prefursor narkotika.

(2)  Rincian penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan,
pelaksanaan,        dan     pengawasan     pembangunan     desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri atas:
a.  penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka perbaikan

dan    konsolidasi    data    SDGs    Desa    dan    pendataan
perkembangan desa;

b.  penguatan partisipasi masyarakat dalam ketahanan pangan
nabati dan hewani;

c.  penin8katan  keterlibatan  masyarakat  secara  menyelunin
dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;

d.  peningkatan    kualitas    sumber    daya    manusia    warga
masyarakat desa; dan

e.  penguatan      partisipasi      masyarakat      dalam      rangka
pengembangan listrik altematif di Desa untuk mewujudkan
Desa berenergi bersih dan terbarukan.

(3)  RIncian   pengembangan   kapasitas   ekonomi   produktif   dan
kewirausahaan   masyarakat   desa   sebagaimana   dimaksud
dalam. Pasal 6 huruf c terdiri atas:
a.  pengembangan      kapasitas      ekonomi      produktif     dan

kewirausahaan masyarakat Desa;
b.  pendirian,   pengembangan,   dan   peningkatan   kapasitas

pengelolaan  badan  usaha  milik  Desa/badan  usaha  milik
Desa bersama; dan

c.  pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan
dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik
Desa bersana.

(4)  Rincian    pengembangan    semi    budaya    lokal    sebagaimana
dimaksud   dalam   Pasal   6   huruf   d   melalui   penin8katan
kapasitas semi budaya warga Desa.

(5)  Rincian   penguatan   kapasitas   masyarakat   dalam   rangka
mitigasi   dan    penanganan   bencana   alam    dan   nonalam
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e terdiri atas:
a.  penguatan     dan     fasilitasi     masyarakat     Desa     dalam

kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana alam;
dan

b.  penguatan     dan     fasilitasi     masyarakat     Desa     dalam
kesiapsiagaan    meflghadapi    tanggap    darurat    bencana
nonalam atau kejadian luar biasa.

Bagian.-
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Bagian  Keempat
Pengelolaan Keuangan Desa Untuk Prioritas Dana Desa

Pasal 8

Pengelolaan keuangan Desa dalam rangka pelaksanaan prioritas
penggunaan   Dana  Desa  dilaksanakan  berdasarkan  ketentuan
peraturan perundang-undangari.

Pasal 9

Petunjuk  operasional  prioritas  penggunaan  Dana  Desa  untuk
pembangunan  Desa  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  4  dan
prioritas     penggunaan     Dana     Desa     untuk     pemberdayaan
masyarakat  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  6  tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.

BAB Ill
FOKUS PENGGUNRAN DANA DESA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal  10

(1)  Fokus penggunaan Dana Desa untuk mendukung:
a.  penanganan kemiskinan ekstrem dengan penggunaan Dana

Desa paling tinggi  15°/o (lima belas persen) untuk Bantuan
Langsung  Tunai  Desa  dengan  target  keluarga  penerima
manfaat   dapat   menggunakan   data   pemerintah   sebagai
acuan;

b.  penguatan Desa yang adaptif terhadap Perubahan lklim;
c.  peningkatan   promosi   dan   penyediaan   layanan   dasar

kesehatan skala Desa termasuk stunting;
d.  dukungan program Ketahanan Pangan;
e.  pengembangan potensi dan keunggulan Desa;
f.   pemanfaatan  teknologi  dan  informasi  untuk  percepatan

implementasi Desa digital;
9.  pembangunan berbasis Padat Karya Tunai dan penggunaan

bahan baku lokal; dan/atau
h.  program sektor prioritas lainnya di Desa.

(2)  Fokus  penggunaan  Dana  Desa  sebagainana  dimaksud  pada
ayat (1) wajib dialokasikan Pemerintah Desa dalam APE Desa
tahun 2025.

(3)  F`okus  penggunaan  Dana  Desa  sebagaimana  dimaksud  pada
ayat (1) bertujuan untuk percepatan pengentasan kemiskinan
di Desa.

(4)  Dana    Desa    dapat    digunakan    untuk    dana    operasional
pemerintah  Desa  paling  banyak  3°/o  (tiga  persen)  dari  pagu
Dana Desa setiap Desa.

Pasal 1 1

Petunjuk operasional fokus penggunaan Dana Desa sebagaimana
dimaksud   dalam   Pasal   10   tercantum   dalam   Lampiran   yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian...
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Bagian Kedua
F`okus Penggunaan Dana Desa

Paragraf 1
Penanganan  Kemis]rinan Ekstrem

Pasal 12

(1)  Fokus  penggunaan  Dana  Desa  untuk  penanganan  kemiskinan
ekstrem sebagaimana dimaksud dalam Pasal  10  ayat  (1)  huruf a
berupa Bantuan hangsung Tunai Desa.

(2)  Bantuan Langsung Tunai Desa sebagainana dimaksud pada ayat
( 1 ) diprioritaskan dengan memperhatikan:
a.  calon  keluarga  penerima  manfaat  Bantuan  Langsung  Tunai

Desa diprioritaskan untuk keluarga miskin yang berdomisili di
Desa  bersangfutan  berdasarkan  data  yang  ditetapkan  oleh
Pemerintah; dan

b.  data yang ditetapkan oleh Pemerintah menggunakan keluarga
desil    1    (satu)   data   pensasaran   percepatan   penghapusan
kemiskinan ekstrem.

(3)  Dalam hal Desa tidak terdapat data keluarga miskin yang terdaftar
dalam keluarga desil 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b, Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat
Bantuan Langsung Tunai Desa dari keluarga yang terdaftar dalam
keluarga   desil   2   (dua)   sampai   dengan   desil   4   (empat)   data
pensasaran percepatan pen8hapusan kemiskinan ekstrem.

(4)  Dalam hal Desa tidak memiliki data keluarga miskin sebagaimana
dimaksud   pada   ayat   (2)   dan   ayat   (3),   Kepala   Desa   dapat
menetapkan calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung
Thnai Desa berdasarkan kriteria:
a.  kehilangan mata pencaharian;
b.  mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun, sakit

kronis, dan/ atau penyandang disabilitas;
c.  tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
d.  rumah tangga dengan anggota tunggal lanj.ut usia; dan/atau
e.  perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin.

(5)  Keluarga  penerima  manfaat  bantuan  sosial  program  keluarga
harapan  yang  terdaftar  dalam  keluarga  desil   1   (satu)   sampai
dengan desil 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan
kemiskinan  ekstrem  dapat  diusulkan  untuk  menjadi  keluarga
penerima manfaat Barituan Langsung Tunai Desa.

(6)  Dalam hal data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan
ekstrem tidak tersedia, Pemerintah Desa dapat menggunakan data
kemiskin an       e ks trem       lainnya      yang       b er su mb er       dari
kementerian/ 1embaga atau Pemerintah Daerah.

(7)  Daftar  keluarga  penerima  manfaat  sebagaimana  dimaksud  pada
ayat  (2),  ayat  (3),  ayat  (4),  ayat  (5),  dan  ayat  (6)  dibahas  dan
disepakati   dalam   Musyawarah   Desa   dan   ditetapkan   dengan
Keputusan kepala Desa disertai dengan berita acara kesepakatan
Musyawarah Desa.

Pasal 13

(1)  Bantuan  Langsung  Tunai  Desa  sebagrimana  dimaksud  dalam
Pasal  11  ayat  (1)  diberikan  dengan  besaran  Rp.300.000,00  (tiga
ratus ribu rupiah) setiap bulan.

(2)Bantuan.„
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(2)  Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (2)  diberikari  selama  12  (dua belas)  bulan per keluarga
penerima manfaat.

(3)  Pemberian   Bantuan   Langsung   Tunai   Desa   sebagaimana
dimaksud  pada  ayat  (3)  dilaksanakan  mulai  bulan  Januari
dan  dapat  dibayarkan  paling  banyak  untuk  3  (tiga)  bulan
secara sekaligus.

Paragraf 2
Penguatan Desa yang Adaptif terhadap Perubahan Iklim

Pasal 14

Fokus penggunaan Dana Desa untuk penguatan Desa yang adaptif
terhadap Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
ayat     (1)     huruf    b     dilaksanakan    berdasarkan    komponen
pelaksanaan:
a.  Adaptasi Dampak Perubahan lklim;
b.  Mitigasi Perubahan Iklim; dan
c.  pengembangan Desa ramah lingkungan,
sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa.

Paragraf 3
Peningkatan Promosi dan Penyediaan Layanan Dasar  Kesehatan

Skala Desa Termasuk Strnt€ng

Pasal 15

Fokus  penggunaan  Dana  Desa  untuk  peningkatan  promosi  dan
penyediaan layanan dasar kesehatan skala Desa termasuk sfurrfeng
sebagaimana   dimaksud   dalam   Pasal    10    ayat    (1)    huruf   c
dilaksanakan melalui :
a.  promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam rangka

pencegahan dan penurunan stunting di Desa;
b.  promosi, pencegahan, dan penyediaan layanan dasar kesehatan

dalarn rangka penanggulangan TBC;
c.  promosi, pencegahan, dan penyediaan layanan dasar kesehatan

dalam  rangka penanggulangan  penyakit  menular  lainnya  dan
penyakit tidak menular termasuk masalah kesehatan jiwa; dari

d.  pengembangan pelayanan dasar kesehatan sesuai kewenangan
Desa.

Paragraf 4
Dukungan Program Ketahanan Pangan

Pasal 16

(1)  F`okus  penggunaan  Dana  Desa  untuk  dukungan  program
Ketahanan  Pangan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  10
ayat (1) huruf d dilaksanakan berdasarkan aspek:
a.  ketersediaan pangan di Desa;
b.  keterjangkauan pangan di Desa; dan
c.  pemanfaatan pangan di Desa.

(2) Penggunaan..
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(2)  Penggunaan     Dana     Desa     untuk     Ketahanan     Pangan
sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilaksanakan  dengan
berbasis potensi lokal serta kerja sama Desa dan antar Desa,
dengan  memperhatikan  aspek  pelestarian  lingkungan  Desa
dari kawasan perdesaan.

(3)  Penggunaan     Dana     Desa     untuk     Ketahanan     Pangan
sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)   dapat  dilaksanakan
untuk  mendukung  swasembada  pangan  dan  makan  bergizi
gratis di tingkat Desa.

(4)  F`okus  penggunaan  Dana  Desa  untuk  program  Ketahanan
Pangan  sebagaimana dimaksud  pada ayat  (1)  paling rendah
sebesar 20% (dua puluh persen).

(5)  Besaran     persentase     fokus     penggunaan     Dana     Desa
sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (4)  disesuaikan  dengan
karakteristik dan potensi desa.

(6)  Penggunaan     Dana     Desa     untuk     Ketahanan     Pangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2)  melibatkan BUM Desa,
BUM Desa bersama atau kelembagaan ekonomi masyarakat di
Desa.

(7)  Penggunaan     Dana     Desa     untuk     Ketahanan     Pangan
sebagaimana dimaksud pada ayat  (1),  ayat  (2),  dan  ayat  (4)
dilaksanakan     sesuai     dengan     kewenangan     Desa     dan
diputuskan dalam Musyawarah Desa.

Paragraf 5
Pengembangan Potensi dan Keunggulan Desa

Pasal 17

Fokus penggunaan Dana Desa untuk pengembangan potensi dan
keunggulan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal  10 ayat (1)
huruf  e  digunakan  untuk  pengembangari  Desa  wisata,   Desa
devisa,   dan   Desa   argoekonomi,   atau   bentuk   pengembangan
potensi dan keunggulan Desa lainnya sesuai karakteristik Desa.

Paragraf 6
Pemanfaatan Teknologi dan lnformasi Untuk Percepatan

Implementasi Desa Digital

Pasal 18

Fokus penggunaan Dana Desa untuk pemanfaatan teknologi dan
informasi     untuk     percepatan     implementasi     Desa     digital
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f digunakan
untuk    percepatan    peningkatan    kualitas    layanan    jaringan
telekomunikasi Desa serta pengembangan Desa digital.

Paragraf 7
Pembangunan Berbasis Padat Karya Tunai dan Penggunaan

Bahan Baku Lokal
Pasal 19

(1)  Fokus penggunaan Dana Desa untuk pembangunan berbasis
Padat   Karya   Tunai   dan   penggunaan   bahan   baku   lokal
sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal   10  ayat  (1)   huruf  g
digunakan untuk peningkatan pendapatan  masyarakat  Desa
dan pendayagunaan potensi sumber daya lokal Desa.

(2)Pendanaan...
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(2)  Pendanaan  Padat  Karya Tunai  Desa  sebagaimana  dimaksud
pada ayat (1)  dialokasikan untuk upah pekelja paling sedikit
500/o (lima puluh persen) dari dana kegiatan Padat Karya Tunai
Desa.

(3)  Penggunaan  bahan  baku  lokal  sebagaimana  dimaksud  pada
ayat ( 1) memperhatikan aspek pelestarian lingkungan hidup.

Paragraf 8
Program Sektor Prioritas Lainnya di Desa

Pasal 20

Fokus  penggunaan  Dana  Desa  untuk  program  sektor  prioritas
lainnya di Desa sebagaimana dimaksud dalam  Pasal  10  ayat  {1)
huruf h  meliputi  bantuan  permodalan  kepada  BUM  Desa  atau
kegiatan lain sesuai dengan kebijakan prioritas nasional dan/ atau
berdasarkan dokumen perencanaan kebijakan nasional.

Bagian Ketiga
Dana Desa Untuk Dana Operasional Pemerintah Desa

Pasal 2 1

(1)  Dana    Desa   untuk   dana    operasional    pemerintah    Desa
sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal   10  ayat  (4)  diberikan
setiap     bulan    untuk    mendukung    pelaksanaan     tugas
Pemerintah Desa.

(2)  Penggunaan Dana Desa untuk dana operasional pemerintah
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.  koordinasi;
b.  kegiatan  penanggulangan  kerawanan  sosial  masyarakat;

dan
c.  kegiatan  lainnya  untuk  mendukung  pelaksanaan  tugas

Pemerintah Desa.

BAB IV
PUBLIRASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Fublikasi

Pasal 22

(1)  Pemerintah  Desa wajib  mempublikasikan  fokus  penggunaan
Dana Desa terhitung sejak APE Desa ditetapkan.

(2}  Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terdiri atas:
a.  hasil Musyawarah Desa; dan
b.  data Desa,  peta potensi dan sumber daya pembangunan,

dokumen   RPJM   Desa,   dokumen   RKP   Desa,   prioritas
penggunaan Dana Desa, dan dokumen APE Desa.

(3)  Publikasi  APE  Desa  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)
huruf b paling sedihit memuat nana kegiatan, 1okasi kegiatan,
dan besaran anggaran.

(4)  Publikasi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)   dilakukan
melalui   sistem   informasi   Desa  dan/atau   media  publikasi
lainnya yang berada di ruang publik serta mudah diakses oleh
masyarakat Desa.

(5)Media...
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(5)  Media   publikasi   lainnya   yang   berada   di   ruang   publik
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
a.  baliho;
b.  papan informasi Desa;
c.  media elektronik;
d.  media cetak;
e.  media sosial;
f.   website Desa;
9.  selebaran;
h.  pengeras suara di ruang publik; dan/atau
i.   media lainnya sesuai dengan kondisi di Desa.

(6)  Publikasi penetapan fokus penggunaan Dana Desa dilakukan
secara swakelola dan partisipatif.

(7)  Pemerintah    Desa    yang    tidak    mempublikasikan    fokus
penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikenai sanksi administratif berupa:
a.  teguran lisan; dan/atau
b.  teguran tertulis.

(8)  Sanksi  administratif  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (6)
diberikan oleh bupati berdasarkan laporan hasil pengawasan
badan   permusyawaratan   Desa   atau   laporan   pengaduan
masyarakat Desa.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 23

(1)  Kepala    Desa    menyampaikan    laporan    penetapan    fokus
penggunaan Dana Desa kepada Menteri.

(2)  Laporan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  disampaikan
dalam bentuk dokumen digital menggunakan sistem informasi
Desa yang disediakan oleh Kementerian.

(3)  Laporan   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)   dilakukan
paling   lambat   1   (satu)   bulan   terhitung   sejak   RKP   Desa
ditetapkan.

(4)  Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
dapat  disampaikan  dalam  bentuk  dokumen  digital,  Kepala
Desa dapat menyampaikan  laporan  fokus penggunaan  Dana
Desa kepada Menteri dalam bentuk dokumen fisik.

(5)  Penyampaian  laporan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (4)
dapat dibantu oleh Tenaga Pendamping Profesional.

BABV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN o

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 24

(1)  Bupati   melakukan   pembinaan   dan   pengawasan   melalul
sosialisasi,  pemantauan,  dan  evaluasi  prioritas  penggunaan
Dana Desa sesuai dengan kewenangannya.

(2)Pembinaan...
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(2)  Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat
( 1) dapat dibantu secara teknis oleh:
a.  Carat;
b.  Dinas PMD; dan
c.  Inspektorat.

(3)  Pembinaan   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)   dapat
dilakukan menggLmakan sistem informasi Desa.

Bagian Kedua
Pembinaan dan Pengawasan Oleh Camat

Pasal 25

(1)  Sebelum   dilaksanakan   Pembinaan   dan   Pengawasan   oleh
Dinas PMD, pembinaan dan pengawasan dapat dilakukan oleh
Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf
a.

(2)  Pembinaan    dan    pengawasan    oleh    Camat    sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
a.   Fasilitasi;
b.   Koordinasi; dan
c.   Evaluasi.
terhadap        penyusunan        perencanaan ,        pelaksanaan ,
penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

(3)  Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a  dapat
dilakukan dalan:
a.  penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
b.  pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa;
c.  pelaksanaan tugas kepala Desa dan perangkat Desa;
d.  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  Badan  Perlnusyawaratan

Desa;
e.  sinkronisasi  perencanaan  pembangunan  daerah   dengan

pembangunan Desa;
f.   penefapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
9.  penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
h.  pelaksanaan    tugas,    fungsi,    dan    kewajiban    lembaga

kemasyarakatan;
i.   penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif; dan
j.   penyusunan   program   dan   pelaksanaan   pemberdayaan

masyarakat Desa.
(4)  Koordinasi  sebagalmana  dimaksud  pada  ayat  (2)  huruf  b

dapat dilakukan dalam bentuk:
a.  pendampingan Desa di wilayahnya; dan
b.  pelaksanaan     pembangunan     kawasan     perdesaan     di

whayahnya.
(5)  Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat

dilakukan dalam bentuk evaluasi terhadap:
a.  Rancangan Peraturan Desa terkait dengan APE Desa;
b.  pengelolaan Keuangan Desa dan aset Desa; dan
c.  dokumen laporan pertanggungjawaban APE Desa.

(6)  Pembinaan    dan    pengawasan    oleh    camat    sebagaimana
dimaksud  pada  ayat  (2),   ayat  (3),   ayat  (4),   dan  ayat   (5)
dilaksanakan sesual dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan  dan  hasil  pembinaan  dan  pengawasan  tersebut
disampaikan kepada Bupati melalui Dinas PMD.

(7)Berdasarkan...
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(7)  Berdasarkan hasil pembinaan dan pengawasan  sebagaimana
dimaksud   pada   ayat   (6),   Bupati   menugaskan   Perangkat
Daerah terkait melaksanakan tindak lanjut hasil pembinaan
dan    pengawasan    serta    untuk    selanjutnya    dilakukan
pemantauan oleh Inspektorat.

Bagian Ketiga
Pembinaan dan Pengawasan oleh Dinas PMD

Pasal 26

(1)  Pembinaan  oleh  Dinas  PMD  sebagaimana  dimaksud  dalam
Pasal 24 ayat (2) humf b dapat dilakukan melalui sosialisasi,
fasilitasi,  bimbingan  teknis,  pembimbingan  dan  konsultansi
atau pembinaan lainnya dalam pengelolaan keuangan desa.

(2)  Pengawasan  oleh  Dinas  PMD  sebagaimana  dimaksud  dalam
Pasal 24 ayat (2) huruf b dapat dilakukan dalam bentuk:
a.  fasilitasi hasil penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan

Kepala Desa;
b.  rekonsiliasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
c.  monitoring;
d.  evaluasi; atau
e.  pemantauan.

(3)  Dinas  PMD  dalam  melakukan  pembinaan  dan  pengawasan
sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)   dan  ayat  (2)   harus
berkoordinasi   dengan   camat   dan   hasil   pembinaan   dan
pengawasan tersebut disampaikan kepada Bupati.

Bagian Keempat
Pembinaan dan Pengawasan oleh Inspektorat

Pasal 27

(1)  Pembinaan  oleh  Inspektorat  sebagaimana  dimaksud  dalam
Pasal  24  ayat  (2)  huruf  c  dapat  dilakukan  dalam  bentuk
sosialisasi, bimbingan teknis, pembimbingan dan konsultansi,
atau   pembinaan  lainnya   dalam   pengawasaan   pengelolaan
keuangan desa.

(2)  Pengawasan  oleh  Inspektorat  sebagaimana  dimaksud  dalam
Pasal 20 ayat (2} hunrf c dapat dilakukan dalam bentuk:
a.  audit;
b.  reviu;
c.  monitoring;
d.  evaluasi; atau
e.  .pemantauan.

(4)  Inspektorat  dalam  melakukan  pembinaan  dan  pengawasan
sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)   dan  ayat  (2)   harus
berkoordinasi   dengan   camat   dan   hasil   pembinaan   dan
pengawasan tersebut disampaikan kepada Bupati.

BAB . . .
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BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar       s e tiap       o rang       me nge tahu inya ,        me me rintahkan
pengundangan   Peraturan  Bupati  ini  dengan  penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di  Bondowoso
pada tanggal  al  Maret jLo25

ADD. HAMID WAIIID

Diundangkan di Bondowoso
padatanggal   1`   Motel  2o26

pj. SEKRE`rARIs DAERAII KABupATEN BONDowoso,

`     -i+/      ,//\

FATHUR ROZI

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2025 NOMOR   9



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR   9   TAHUN  2025
TENTANG
PRIORITAS    DAN    F`OKUS         PENGGUNRAN,
PEMBINAAN  DAN  PENGAWASAN  DANA  DESA
KABUPATEN            B0 NDOWO S0            TAHUN
ANGGARAN 2025

PRIORITAS DAN FOKUS
PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2025

BABI
PENDAHULUAN

A.     Latar Belakang
Peraturan   Pemerintah   Nomor   37   Tahun   2023   tentang  Pengelolaan

Transfer  ke  Daerah,  memandathan  bahwa  penggunaan  Dana  Desa  selain
diprioritaskan     untuk     mendanai     pembangunan     dan     pemberdayaan
masyarakat,  pemerintah pusat dapat menentukan fokus penggunaan Dana
Desa  setiap  tahunnya  sesual  dengan  prioritas  nasional  yang  ditetapkan
dalam peraturan perundang-undangan mengenal perencanaan nasional dan
alokasi  transfer  ke  daerah.  Sehubungan  dengan  hal  tersebut,  Peraturan
Bupati   ini   menjadi   arah   kebijakan   petunjuk   operasional   atas   fokus
penggunaan Dana Desa. Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana
Desa  dilakukan  berdasarkan  peraturan  Desa  yang  mengatur  mengendi
kewenangan   Desa   berdasarkan   hak   asal-usul   dan   Kewenangan   Lokal
Berskala Desa.

Petunjuk    operasional    atas    Fokus    Penggunaan    Dana    Desa    ini
memberikan  pandangan  mengenai  penggunaan  Dana  Desa  agar  selaras
dengan prioritas nasional dan arah kebijakan Kabupaten  setiap tahunnya.
Keselarasan  penggunaan  tersebut  akan  meningkatkan  pencapalan  tujuan
nasional.  Desa  memiliki  ruang  untuk  menyusun  program/kegiatan  Desa
sesuai   dengan   kewenangannya,   partisipasi   aktif  masyarakat   Desa   dan
diputuskan  melalui  Musyawarah  Desa.  Hal-hal  strate9is  di  Desa  hams
dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala Desa, badan permusyawaratan
Desa, dan masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa yang diselenggarakan
oleh  badan  permusyawaratan  Desa.  Pembahasan  dan  kesepakatan  dalam
Musyawarah Desa menghasilkan dokumen perencanaan dan penganggaran
pembangunan yang menputi  RPUM  Desa,  RKP  Desa,  dan APE  Desa.  Hasil
Musyawarah Desa wajib dipedomani oleh Kepala Desa dalam merumuskan
berbagai    kebijakan    Desa,    termasuk    kebijakan    pembangunan    Desa.
Optimalisasi penggunaan Dana Desa yang sesuai dengan prioritas nasional
sangat penting dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, badan permusyawaratan
Desa, dan masyarakat secara efektif, efisien, serta akuntabel.

8.    Tujuan
Petunjuk Operasional atas F`okus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025

bertujuan untuk memberikan arah penggunaan Dana Desa sesuai dengan
prioritas nasional dan arah kebijakan Kabupaten Bondowoso.

C.     SDGSDesa
Undang-Undang  Desa  memandatkan  bahwa  tujuan  pembangLman  Desa

adalah  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  Desa  dan  kualitas  hidup
manusia  serta  penanggulangan  kemiskinan  melalui  pemenuhan  kebutuhan
dasar,  pembangunan  sarana  dan  prasarana  Desa,  pengembangan  potensi
ekonomi lokal,  sefta pemanfaatan sumber daya alaln dan lingkungan secara
berkelanjutan.  Yang  dimaksud  dengan  berkelanjutan  adalah  pembangunan
Desa untuk pemenuhan kebutuhan saat ini dilakukan tanpa mengorbankan
pemenuhan kebutuhan generasi Desa di masa depan.
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Untuk mengoperasionalkan tujuan pembangunan Desa yang dimandatkan
oleh   Undang-Undang  Desa,   maka  penggunaan   Dana  Desa  diprioritaskan
untuk mewujudkan 8 (delapan) tipologi Desa dan 17 (tujuh belas) tujuan SDGs
Desa sebagal berikut:
1.   Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan

SDGS Desa 1     : Desa tanpa kemiskinan; dan
SDGS Desa 2     : Desa tanpa kelaparan.

2.   Desa ekonomi tumbuh merafa
SDGS Desa 8     : pertumbuhan ekonomi Desa merata;
SDGS Desa 9     : infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan;
SDGs Desa 10   : desa tanpa kesenjangan; dan
SDGs Desa 12   : konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.

3.   Desa peduli kesehatan
SDGS Desa 3     : Desa sehat dan sejahtera;
SDGS Desa 6     : Desa layck air bersih dan sanitasi; dan
SDGs Desa 11   : kawasan permukiman Desa aman dan nyaman.

4.   Desa peduli lingkungan
SDGS Desa 7     : Desa berenergi bersih dan terbarukan;
SDGs Desa 13   : Desa tanggap perubahan iklim;
SDGs Desa 14   : Desa peduli linalmngan laut; dan
SDGs Desa 15   : Desa peduli lingkungan darat.

5.   Desa peduli pendidikan
SDGS Desa 4     : pendidikan Desa berkualitas.

6.   Desa ramah perempuan
SDGS Desa 5     : keterlibatan perempuan Desa.

7.   Desa beriejaring
SDGs Desa 17   : kemitraan untuk pembangunan Desa.

8.   Desa tanggap budaya
SDGs Desa 16   : Desa damai berkeadilan; dan
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BAR 11
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

A.    Prioritas penggunaan Dana Desa bidang pembangunan
1.    pemenuhan kebutuhan dasar:

a.    Pencegahan dan penurunan sfurrfu.rig di Desa
Tindakan  promotif dan  preventif untuk  pencegahan  dan
penurunan sttzrut.rig melalui :
1)     pemberian.  makanan  tambahan  yang  beragam,  bergizi,

seimbang, dan aman dan berbasis potensi sumber daya
lokal bagi  anak usia  di  bawah  5  (lima)  tahun  dan  ibu
hamil;

2)    penyediaan pemeliharaan, dan pengembangan sarana
prasarana air minum dan sanitasi aman;

3)    pengadaan media komunikasi, informasi, dan edukasi
(KIE)  terkait  hak  anak,  gizi  dan  kesehatan  ibu  dan
anak  serta  isu  anak  lain,  keluarga  berencana  dan
kesehatan reproduksi di Desa;

4)    pengadaan   peralatan   kesehatan   dasar   (timbangan
bayi, €hermomefer, dan peralatan kesehatan dasar lain)
dan   alat   peraga  kesehatan   untuk   pos   pelayanan
terpadu;

5)    pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah
kas  Desa untuk pembangunan  kandang,  kolam  dan
kebun  dalaln rangka penyediaan makanan yang sehat
dan bergizi bagi keluarga sasaran sfuutt.rLg;

6)    konsolidasi  data layanan  dan  data keluar.ga  sasaran
sturutng.,

7)    pemberian    insentif    untuk    kader    pembangunan
manusia, kader pos pelayanan terpadu, pendidik pada
pendidikan  anak  usia  dini  yang  dimiliki  Desa,  dan
kader  kesehatan  lainnya  yang  menjadi  kewenangan
Desa dengan ketentuan sebagai berikut:
a)  Kader      Pembangunan      Manusia      (KPM)   sebesar   Rp.

400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) perbulan selama  12
(dua belas) bulan;

b)  kader  posyandu  sebesar  Rp.  50.000,00  (lima  puluh  ribu
rupiah) perbulan selama 12 (dua belas) bulan;

c)  Pendidik  Pendidikan  Anak  Usia  Dini  (PAUD)  milik  Desa
sebesar  Rp.  150.000,00  (seratus  lima  puluh  ribu  rupiah)
perbulan selama 12 (dua belas) bulan ;

d)  pengasuhan   anak   di   keluarga   termasuk   pencegahan
perkawinan  anak  melalui  pemberian     insentif     untuk
Kader  PPKBD sebesar Rp. 55.000,00 (lima puluh lima ribu
rupiah)  dan  sub  PPKBD  Rp.  30.000,00  (tiga  puluh  ribu
rupiah)  masing-masing diberikan  setiap  bulan  selama  12
(dua belas) bulan.

8)    kegiatan pencegahan dan penurunan sfuutz.rig lalnnya
sesual   dengan   kewenangan   Desa   dan   diputuskan
dalam. Musyawarah Desa.
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b.   Perluasan  akses  layanan  kesehatan  sesual  kewenangan
Desa:
1)    penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak

menular:
a)    pemberian   bantuan   makanan   tambahan   bagi

pasien penyakit menular;
b)    penyediaan  air  bersih  berskala  Desa  (mata  air,

tandon  air  bersih  atau  penampung  air  hujan
bersama, sumur bor);

c)    pipanisasi untuk mendu]ming distribusi air bersih
ke rumah penduduk

d)    pembangunan, pemeliharaan sanitasi hing]anngan;
e)    pembangunan,  pengembangan  dan  pemeliharaan

fasilitas mandi, cuci, karfus (MCK) Desa;
0     pengadaan   media   komunikasi,   informasi,   dan

edukasi      (KIE)      terkait      Desa      bebas      BAB
Sembarangan (BABS); dan

g)    kegiatan  penanggulangan  penyakit  menular  dan
penyakit   tidak   menular   lainnya   yang   sesual
dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam
Musyawarch Desa.

2)    pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan
peredaran gelap narkotika dan prefursor narkotika:
a)     komunikasi,     informasi,     dan     edukasi     (KIE)

pencegahan   penyalahgunaan   narkoba   kepada
seluruh unsur masyarakat Desa;

b)    pelaksanaan  festival  olahraga  bersama  di  Desa
dalam  rangka  pencegahan  perilaku  menyimpang
penyalahgunaan narkoba; dan

c)    kfgiatan      pencegahan     dan        pemberantasan.
penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap  narkotika
dan   prelnirsor   narkotika   lainnya  yang   sesuai
dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang
diputuskan dalam musyawarah Desa.

3)    pengembangan       pelayanan       kesehatan       sesuai
kewenangan Desa:
a)    pengadaan   pembangunan,   pengembangan,   dan

pemeliharaan  prasarana  pondok  bersalin  Desa,
pos kesehatan Desa, pos pelayanan terpadu,  dan
pos pembinaan terpadu;

b)    bantuan operasional untuk akses layanan dokter,
perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya bagi
Desa    yang    belum    memiliki    akses    layan.an
kesehatan;

c)    kegiatan   pengembangan   pelayanan   kesehatan
lalnnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan
diputuskan dalam Musyawarah Desa.
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c.    penguatan ketahanan pangan nabati dan hewan.i, berupa:
1)    pengembangan      usaha      pertanian,       perkebunan,

perhutanan, peternakan dan/ atau perikanan:
a)    pengadaan bibit atau benih;
b)    pemanfaatan lahan milik warga Desa untuk kebun

bibit atau benih;
c)    penyediaan   pakan   untuk   peternakan   dan/atau

perikanan;
d)    pengembangan pakan ternak altematif;
e)    pengembangan    sentra    pertanian,    perkebunan,

perhutanan,    peternakari,    dan/atau    perikanan
terpadu;

I)     Pengolahan  pupuk  organik  dan  pengolahan  hasil
petemakan;

g)    pemanfaatan   lahan   pertanian/perkebunan   milik
warga dan/atau Desa yang belum dikelola dengan
balk oleh masyarakat Desa;

h)    pembangunan    dan/atau    normalisasi    jaringan
irigasi;

i)     pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan
jalan usaha tani;

j)     pembangunan kolam ikan;
k)    pembenihan ikan air tawar
1)     pembangLman kandang komunal;
in)   pembangunan bendungan berskala kecil;
n)    pembangunan atau perbaikan embung;
o)    mesin pakan ternak;
p)    mesin penetas telur;
q)    alat penangkap ikan ramah lingkungan (bagan,

jaring, pancing, dan perangkap);
r)     pengadaan  pengeringan  hasil  pertaniarl  seperti

lantai    jemur    gabah,    jagung,    dan    tempat
penjemuran ikan;

s)    pengadaan alat produksi pertanian, perkebunan.,
perhutanan,   peternakan   dan/atau   perikanan;
dan

t)     pengembangan  usaha  pertanian,   perkebunan,
perhutanan,   peternakan   dan/atau   perikanan
lainnya sesual kewenangan desa dan diputuskan
dalam Musyawarah Desa.

2)    Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Desa:
a)    Pembangunan lumbung pangan Desa;
b)    Pembangunan  dan  pemeliharaan  infrastruktur

pendukung lumbung pangan desa seperti akses
jalan, tembok penahan tanah, jaringan air; dan

c)    Pemballgunan     prasarana     pemasaran     produk
Pangan.

Pengolahan  pasca  panen  berupa  pengadaan   alat
teknologi tepat guna pengolahan pasca panen.
Pengembangan    pertanian    keluarga,    pekarangan
pangan lestari, hidroponik, atau bioponik.

5)    Pengembangan  usaha/unit  usaha  badan  usaha  milik
Desa/badan usaha milik Desa bersama yang bergerak
di  bidang  pangan  nabati  dan/atau  hewani  melalui
penyertaan modal.

6)    penguatan   ketahanan   pangan   lainnya  yang   sesual
dengan   kewenangan   Desa   dan   diputuskan   dalam
Musyawarch Desa.
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penurunan beban pengeluaran masyarakat mis]rin, berupa:
1)    pemberian bantuan langsung tunai;
2)    penyediaan   lapangan   pekerjaan   termasuk   melalui

Padat Karya Tunal Desa; atau
3)    bantuan sosial lainnya, bagi masyarakat miskin, 1anjut
usia, dan penyandang disabilitas yang belum mendapatkan
bantuan   sosial   dari  Pemerintah   Pusat  dan  pemerintah
daerah,   berupa  makanan  pokok  dan  makanan  bergizi,
vitamin,   pakalan   layak,   dan   alat   bantu   penyandang
disabilitas.

2.   pembangunan sarana dan prasarana Desa.
a.    Pembangunan sarana dan prasarana pendataan Desa.

Perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan
perkembangan    desa    yang    dilakukan    sesual    dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:
1)    pendataan potensi dan sumber daya pembangunan

Desa;
2)    penetapan, penegasan dan pembuatan peta batas desa;
3)    pendataan pada tingkat rufun tetangga;
4)    pendataan pada tingkat keluarga;
5)    pendataan warga pekerja migran;
6)    pemutakhiran data Desa termasuk data kemislrinan;
7)    pendataan   kesenian   dan   budaya   lokal   termasuk

kelembagaan adat;
8)    pengadaan  prasarana  dan  sarana  teknologi  informasi

dan   komunikasi   untuk   menunjang    Pendataan   dan
pemutakhiran Data SDG's Desa dilaksanakan paling banyak 2
(dua) kali dalam 1 (satu) tahun yang dilakukan oleh Tim dengan
menganggarkan :
a)    tower untuk jaringan internet;
b)    komputer;
c)     smartphone.,
d)    1angganan internet; dan
emutakhiran  data  Indeks  Desa  Membangun  (IDM),

SDG's   Desa,   Sistem   lnformasi   Kesejahteraan   Sosial
Nesct    Generation     (SIKS     NG),     Prograln     Desa/Kelurahan
(Prodeskel)    dan    Evaluasi    Perkembangan    Desa/Kelurahan
(Epedeskel) dilaksanakan paling banyak 4 (empat) kali dalam  1
(satu) tahun oleh Tim Pemutakhiran Data Desa yang ditetapkan
dengan Keputusan Kepala Desa. Tim Pemutakhiran Data Desa
diberikan honorarium sebesar sebagal berikut:
a. Penanggungjawab (KADES)
b. Ketua (Admin/ Operator)
c. Kepala Dusun
d. Enumerator 3 (tiga) oraLng
e. Bintara Pembina Desa

Rp.1.000.000'00
Rp. 800.000'00
Rp. 300.000,00

: Rp. 750.000,00
: Rp. 300.000'00

f.  Bhayangkara      Pembina      Keamanan      dan      Ketertiban
Masyarakat                                              : Rp. 300.000,00

10)  pembangunan   sarana   dan   prasarana   pendataan
Desa  lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa
dari diputuskan dalam Musyawarah Desa.
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Pembangunan    sarana    dan    prasarana    dalam    rangka
pengentasan kemishinan dan kawasan kumuh, melalui:
1)    Bantuan  pembangunan,  perbaikan,  atau  rehabilitasi

rumah  layak  huni  dan  sehat  untuk  warga  miskin.
Bantuan    sebagalmana    dimaksud    dalam    bentuk
material/bahan bangunan (bukan untuk upah tenaga
kelja).    Pembangunan,    perbaikan,   atau   rehabilitasi
dikerjakan  secara gotong royong.  Pemilihan  penerima
bantuan  rumah  layak  huni  dan  sehat  untuk  warga
miskin ditentukan dengan kriteria:
a)     bertempat tinggal di wilayah Desa;
b)    diputuskan melalui Musyawarah Desa;
c)     ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa; dan
d)    diberikan   bantuan   maksimal    Rp.10.000.000,OO

(sepuluh       juta       rupiah)        dalaln        bentuk
material/ bahan bangunan.

e)     Diutamakan untuk yang stzJutz.rig atau rentan sakit
menahun/kronis seperti tuberkulosis dan penyakit
menular lalnnya

2)    meminimalkan  wilayah  kantong  kemiskinan  dengan
mendekatkan    akses    layanan    dasar    yang    sesual
kewenangan                D e s a                antara                lain
membangun/mengembangkan pos pelayanan terpadu,
pos  kesehatan  desa,  pendidikan  anak usia  dini yang
dimiliki Desa, meningkatkan konektivitas antar wilayah
Desa antara lain membangun jalan Desa, dan jembatan
sesuai kewenangan Desa;

3)    peningkatan  pendapatan   antara  lain   pemberdayaan
usaha   mikro   kecil   dan   menengah,   pengembangari
ekonomi lokal, dan penyediaan akses pekeriaan;

4)    pembangunan,  perbaikan,  atau  rehabilitasi  drainase,
gorong-gorong, selokan,  parit, box/sZczb cwzt/e7t;

5)    Pembangunan  sarana  dan  prasarana  dalam  rangka
pengentasan kemis]rinan dan kawasan kumuh lainnya
sesuai   dengan   kewenangan   Desa   dan   diputuskan
dalam musyawarah Desa.

c.    pembangunan sarana dan prasarana pengembangan listrik
alternatif  di  Desa  bagi  desa  yang  belum  dialiri  listrik,
berupa:
1)     pembangkit listrik tenaga m±krohidro;
2)     pembangkit listrik tenaga biodiesel;
3)    pembangkit listrik tenaga matahari (panel surya);
4)    pembang]rit listrik tenaga angin;
5)     kincirair;
6)     instalasi biogas;
7)    jaringan distribusi tenaga listrik;
8)    pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi penerangan

lingkungan pemu]dman; dan
9)    kegiatan   lainnya  untuk   pembangunan   sarana   dan

prasarana pengembangan listrik alternatif di Desa yang
sesuai   dengan   kewenangan   Desa   dan   diputuskan
dalam Musyawarah Desa

pengadaan penerangan jalan umum melalui tenaga Listrik
alternatif  harus  dikoordinasikan  terlebih  dahulu  kepada
Dinas Perhubungan Kabupaten Bondowoso.
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Pembangunan  sarana dan prasarana transportasi  melalui
pengadaan,    pengembangan.    dan    pemeliharaan    sarana
prasarana transportasi, antara lain:
1)    jalan permukiman;
2)    jalan poros Desa;
3)    rabat beton/ pengerasan jalan desa;
4)    jembatan desa;
5)     gorong-gorong; dan
6)    sarana prasarana transportasi lalnnya yang sesual

dengah kewenangan Desa dan diputuskan dalaln
musyawarah Desa.

Pembangunan    sarana   dan    prasarana    informasi    dan
komunikasi     melalui     pengadaan,     pemanfaatan     dan
pemeliharaan    sarana    dan    prasarana    informasi    dan
komunikasi, antara lain:
1)    jaringan internet untuk warga Desa;
2)     tuebsl.te Desa;
3)     peralatan  pengeras  suara  (Zoz/cZspeczke7};
4)     radio  sir+gce s{.de Barrd (SSB);
5)    radio komunitas;
6}    penyelenggaraan     informasi     publik     Desa     seperti

pembuatan poster/ baliho informasi penetapan/ laporan
pertanggung jawaban APE Desa untuk warga; dan

7)    sarana  prasarana  informasi  dan  komunikasi  lalnnya
yang sesual dengan kewenangan. Desa dan diputuskan
dalam musyawarah Desa.

f.    Pembangunan    sarana    dan    prasarana    dalam    rangka
peningkatan  kualitas  sumber  daya  manusia  masyarakat
desa:
1)    pembangunan,     pengembangan     dan     pemeliharaan

sarana   atau   prasarana   perpustakaan.   desa/taman
bacaan      masyarakat / sanggar      belaj ar ,      termasuk
pengadaan buku dan bahan bacaan lalnnya;

2)    pembangunan,     pengembangan     dan    pemeliharaan
sarana atau prasarana pendidikan anak usia dini yang
dimiliki  Desa,  termasuk bufu,  peralatan belajar,  alat
peraga edukatif dan Wahana permainan;
pembangunan,     pengembangan    dan    pemeliharaan
sarana atau prasarana taman belajar keagamaan;
pembangunan,     pengembangan    dan    pemeliharaan
sarana  atau  prasarana  olahraga,  keterampilan,  adat
atau  budaya seperti taman  semi,  galeri  atau  museum
desa,   cagar   budaya,   situs   bersejarah   milik   desa,
peralatan  kesenian  dan  kebudayaan,  gedung  sanggar
semi/ ruang ekonomi kreatif;
pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan balai
pelatihan / kegiatan belaj ar masyarakat;
bantuan  insentif pengajar  pendidikan  anak  usia  dini
yang dimiliki Desa/taman kanak-kanak/taman belajar
keagamaan,  taman  belajar  anak,  dam  pusat  kegiatan
belaj ar masyarakat;

7}    peningkatan ]malitas sumber daya manusia warga desa
lalnnya  yang  sesual  dengan  kewenangan  Desa  dan
diputuskan dalaln Musyawarah Desa.
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9.    Pembangunan    sarana    dan    prasarana    dalam    rangka
peningkatan  keterlibatan  masyarakat  secara  menyeluruh
dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa
melalui:

h

1)    pendataan   penduduk   rentan   seperti   anak   dengan
kebutuhan   khusus,   penyandang   disabilitas,   kepala
rumah tangga perempuan,  dan penduduk rentan lain
sebagai   dasar   pelaksanaan   program   atau   kegiatan
pembangunan  Desa  dan  pemberdayaan  masyarakat
Desa yang bersifat afirmatif;

2)    pembangunan,     pengembangan     dan    pemeliharaan
fasilitas ramah penyandang disabilitas;

3)    bantuan   operasional   penyelenggaraan   musyawarah
kelompok warga mis]dn, warga penyandang disabilitas,
perempuan, dan anak;

4)    pembentukan  dan  pengembangan  forum  anak  Desa
sebagal pusat kemasyarakatan  dan  wadah  partisipasi
bagi anak di Desa; dan

5)    kegiatan  penin9katan  keterlibatan  masyarakat  secara
menyeluruh  lainnya  sesuai  dengan  kewenangan  Desa
dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka mitigasi
dan penanganan bencana adam dan nonalam
1)    mitigasi dan penanganan bencana alam:

a)    pengadaan,   pembangunan,   pengembangan   dan
pemeliharaan     sarana     prasarana     pencegahan
bencana   alam   dan/atau   kejadian   luar   biasa
lalnnya:
1)    pembuatan terasering;
2)    pembangunan talud;
3)    reboisasi;
4)    rehabilitasi lahan garnbut; dan
5)    sarana prasarana pencegahan bencana adam

dan/atau    kejadian    luar    biasa    lainnya
lainnya   sesual  dengan  kewenangan  Desa
dan diputuskan dalam musyawarah Desa

b)    pengadaan,  pemban.gunan,  pengembangan  dan
pemeliharaan sarana prasarana penanggulangan
bencana  alam   dan/atau   kejadian   luar  biasa
lainnya:
1)    pembuatan   peta  potensi   rawan   bencana   di

Desa;
2)    alat pemadam api di Desa seperti Ft+e Motor 3

Roda  sebagai pertolongan  pertama Kebakaran
dan bencana adam kekeringan,  Alat Pemadam
Kebakaran Ringan (Apar) dan Hidrant;

3)    pertolongan  pertama  pada  kecelakaan  untuk
bencana;

4)    pembangunan jalan evarfuasi;
5)    penyediaan  penunjuk jalur  evakuasi,  rambu,

dan papan informasi kebencanaan;
6)    kegiatan tanggap danirat bencana alam;
7)    pengadaan/penyelenggaraan pos kesiapsiagaan

bencana skala lokal desa;
8)    penyediaan tempat pengungsian;
9)    pembersihan    lin8L"ngan.    perumahan    yang

terkena bencana alan;
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10) rehabilitasi   dan     rekonstniksi       lingkungan
perumahan    yang    terkena    bencana    alaln;
pemasangan sz.71.ne  peringatan       dini  teknologi
sederhana;

11) penyediaan   kebutuhan   dasar   seperti   tenda,
permakanan,    peralatan    dan    perlengkapan
darurat      paling      lamb at      1 x2 4j ani      bagi
masyarakat pada saat teljadi bencana;

12) pengadaan peralatan penanggulangan bencana
antara   lain   peralatan   keselamatan,    tenda
darurat, perahu karet, dan peralatan bencana
lain; dan

13) sarana     prasarana     untuk     mitigasi     dan
penanggulangan bencana yang lainnya sesual
dengan kewenangan.

c)    Perubahan  iklim  atau  bencana  yang  diakibatkan
perubahan cuaca ekstrem:
1)    pembangunan  sumur  bor/sumur  pompa  dan

pengelolaan lahan gambut pada wi.Iayah yang
rawan kebakaran hutan;

2)    pembuatan    penampung/pemanen/peresapari
air  hujan  untuk  meningkatkan  cadangan  air
permukaan/tanah;

3)    pembuatan kebun holtikultura Bersama;
2)    mitigasi dan penangarLan bencana nonalam:

bencana   nonalam   yang   muncul   akibat   epidemik,
wabah,  atau virus  bakteri yang berdalnpak luas  bagi
kehidupan  masyarakat  Desa  seperti  malaria,  demam
berdarah    czengzte,    kolera,    disentri    atau    penyakit
menular lainnya yang sudah menjadi epidemik seperti:
a)    menyediakan   kebutuhan   logistik   warga   miskin

terdampak  endemik,   wabah,   atau  virus  bakteri
seperti  malaria,  demam  berdarah  dengue,  kolera,
disentri atau penyakit menular lainnya yang sudah
menjadi epidemik;

b)    melakukan  penyemprotan  disinfektan  berskala  lokal
Desa    untuk    pencegahan    dan/atau    pengasapan
UToggi.ng)  untuk   pencegahan   malaria   serta   demam
berdarah dengue atau penyakit menular lainnya yang
Sudah menjadi epidemik;

c)    bencana  nonalam  yang  muncul  terhadap  hewan
dan  ternak  seperti:  penyakit  menular  mulut  dan
]ai]stl,   antraks   seperti   :   pendataan   hewan.   dan
ternak   rentan   saldt   seperti:   penyakit   menular
mulut    dan    kufu,     antraks    dan    duhamgan
pembersihan kandang ternak;

d)    bencana nonalam yang muncul terhadap tanaman
produksi   rakyat    seperti   hama   wereng,    hama
belalan8;

e)    bencana   nonalam   yang   muncul   karena   gagal
teknologi   dan   gagal   modernisasi   seperti   gagal
pengeboran;

0     penyediaan   media   Komunikasi,   Informasi,   dan
Edukasi (KIE) terkait dengan penanganan bencana
nonalam,    seperti   nomor   telepon   rumah   sakit
rujtlkan, nomor telepon ambulan; dan

g)    mitigasi dan penanganan bencan.a nonalarn lainnya
sesuai  dengan  kewenangan  Desa  dan  diputuskan
melalui musyawarah Desa.
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3.    Pengembangan potensi ekonomi lokal:
a.    Pendirian,    pengembangan,    dan   peningkatan   kapasitas

pengelolaan  badari  usaha  rnilik  Desa/badan  usaha  milik
Desa bersama, mencakup:
1)    pendirian  badan  usaha  milik  Desa  dan/atau  badan

usaha milik Desa bersama;
2)    penyertaan  modal  badan  usaha  milika Desa  dan/atau

badan usaha milik Desa bersama;
3)    pengembangan   usaha   dan/atau   unit   usaha   badan

usaha  milik  Desa  dan/atau  badan  usaha  milik  Desa
bersalna  yang  difokuskan  kepada  pembentukan  dan
pengembangan    produk    unggulan    Desa    dan/atau
produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
a)    pengelolaan hutan desa;
b)    pengelolaan usaha hutan sosial;
c)     pengelolaan hutan adat;

d)    pengelolaan air minum;
e)    pengembangan    produk   pertanian,    perkebunan,

dan / atau peternakan;
D     pengembangan   produk   perikanan   (pembenihan,

pengasapan,   penggaraman,   perebusan  dan  lain-
lain); dan

g)    pengembangan   sarana  produksi  pemasaran  dan
distribusi produk.

4)    kegiatan    lainnya    untuk    mewujudkan    pendirian,
pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan
badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik
Desa  bersama  sesual  dengan  kewenangan  Desa  dan
diputuskan dalam Musyawarah Desa.

pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan
dikelola oleh  badan  usaha milik  Desa/badan usaha milik
Desa bersama meliputi:
1)    bidang  pertanian,  perkebunan,  peternakan  dan/atau

perikanan  yang  difofuskan  pada  pembentukan  dan
pengembangan    produk    unggulan    Desa    dan/atau
perdesaan    berkualitas    ekspor    seperti    pengelolaan
padang   gembala,    mesin    penepung   ketela   pohon,
pembangunan    sarana    pengolahan    minyak   jarak,
minyak  cengkeh,  minyak  goreng  kelapa,  pembibitan
tanaman    produ]stif    sekitar    hutan    dan    instalasi
percontohan;

2)    bidang jasa,  usaha  industri  kecil,  dan/atau  industri
a  rumahan  yang  diforfuskan  kepada  pembentukan  dan

pengembangan    produk    unggulan    Desa    dan/atau
perdesaan seperti pembangunan dan pengelolaan pasar
Desa,   kios   Desa,   mesin   jahit,    peralatan   bengkel
kendaraan  bermotor,  pasar  Desa,  pasar  sayur,  pasar
hewan,  tempat  pemasaran  ikan,  toko  o7tzz.rLe,  gudang
barang,  mesin pczckctgr.rig kemasan,  rioasfer kopi, mesin
percetakan, mesin bubut untuk mebeler;

3)    bidan.g  sarana  dan  prasarana  pemasaran,  pelayanan
logistik di desa untuk produk unggulan Desa dan/atau
perdesaan;

4)    pemanfaatan  potensi  wilayah  hutan  dan  optimalisasi
perhutanan sosial;
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5)    pengelolaan  hutan  yang  menjadi  sumber  tanah  objek
reforma     agraria     untuk     prograln     kesejahteraan
masyarakat;

6)    pemanfaatan     teknologi     tepat     guna     yang     ramah
lingkungan  dan  berkelanjutan  seperti  penggilingan  padi,
peraut   kelapa,   penepung   biji-bijian,   pencacah   pakan
temak,    sangrai   kopi,    pemotong/pengiris    buah    dan
sayuran,  pompa  air,  traktor mini, desalinasi air laut dan
mesin pembuat es dari air laut (sZz/r7'I/ I.ce);
pembangunan  shozuroom/wisma  pamer  produk  desa
untuk para pelaku industri desa; dan
kegiatan  lainnya  untuk  mewujudkari  pengembangan
usaha  ekonomi  produktif  yang  diutarnakan  dikelola
oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa
bersama    sesuai    dengan    kewenangan    Desa    dan
diputuskan dalam Musyawarah Desa.

c.    pengembangan Desa wisata meliputi:
1)    pengadaan,       pembangunan,       pemanfaatan       dan

pemeliharaan   sarana   dan   prasarana   Desa   wisata
seperti pergola, gazebo, pondok wisata atau  homesfcig,
fasilitas  jamban  publik  dan/atau  kios  cenderamata,
internet, jalan menuju tempat wisata, joggr.7tg pci€h trczck
wisatawan,  perahu  penumpang  untuk  mencapai  ke
tempat   wisata,   tambatan   perahu,   dermaga   apung,
tambat    apung    (buoy),     bioskop    mini,     peralatan
kesehatan darurat di Desa wisata,  panggung hiburan,
kios   warung   makan,   wahana   permainan   ozftbozJ7tc!,
wahana   permainan   anak,   taman   rekreasi,   tempat
penjualan   tiket,   pengelolaan   sampah   terpadu   bagi
rumah tangga dan kawasan. wisata;

2)    pengembangan investasi desa wisata;
3)     pengembangan desa wisata berbasis ijen geopark
4)    Pengembangan ken.asama antar desa wisata; dan
5)    pengembangan  Desa  wisata  lainnya  sesuai  dengan

kewenangan      D esa      dan      diputu skan      dalaln
Musyawarah Desa.

4.   pemanfaatan   sumber   daya   alam   dan   lingkungan   secara
berkelanjutan melalui:
a.  pemanfaatan energi terbarukan :

1)    pengolahan limbah pertanian dan tanaman, seperti
jagung, kedelai, dan tebu menjadi bz.ojEtez;

2)    pengolahan. kayu dan limbahnya, seperti kayu bakar,
pelet kayu, serpihan kayu, serbuk gergaji menjadi
biomassa;

3)    instalasi pengolahan limbali petemakan untuk energi
menjadi biogas;

4)    pembuatan bioetanol dari ubi kayu; dan
5)     pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
6)    pengolahan   kotoran   manusia   dan   hewan   menjadi

biogas/gas adam terbarukan; dan
7)    kegiatan pemanfaatan energi terbarukan lainnya sesuai

dengan   kewenangan   Desa   dan   diputuskan   dalam
Musyawarah Desa.

b.  pengelolaan linglflmgan Desa:
pengelolaan  limbah  rumah  tangga  dan  industri  ramah
frogfungan:
1)    pembangunan,   perbaikan,   atau   rehabilitasi   tempat

pembuangan sampah;
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2)    pengelolaan air limbah komunal di desa seperti: tanghi
septik, instalasi pengolahan lumpur tinja;

3)     pengelolaan air limbah domestik;
4)    pengelolaan     salnpah     terpadu     dan     berwawasan

lingkungan    melalui    bank    sampan    desa,    gerobak
sampah,    kendaraan    pengangkut    sampah,    mesin
pengolah sampah; dan

5)    kegiatan    pengelolaan    limbah    rumah    tangga    dan
industri   ramah   lingfungan   lainnya   sesual   dengan
kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah
Desa.

c.   pelestarian sumber daya alam Desa, melalui:
1)    pembibitan pohon langka;
2)    pembersihan daerah aliran sungal;
3)    pembangunan ruang terbuka hijau;
4)    melakukan  penghijauan,  pengkayaan  tanaman  hutan,

praktek wanatani (cigro/o7iestrI/) ; dan
5)    kegiatan  pelestarian  sumber  daya  adam  Desa  lalnnya

sesual dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam
Musyawarah Desa.

8.    Frioritas penggunaan Dana Desa bidang pemberdayaan Masyarakat
1.    Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat

hidup sehat:
a.   penyelenggaraan     promosi     kesehatan     dan     gerakan

masyarakat  hidup  sehat  dalam  rangka  pencegahan  dan
penurunan sfurrfu.rig  di Desa, berupa:
1)    pelatihan kesehatan ibu dan an.ak;
2)    penyuluhan dan konseling gizi, air susu ibu eksklusif,

dan makanan pendamping air susu ibu (MPASI);
3)    peningkatan akses  perlindungansosial  bagi     keluarga

saELsaran stunting.,
4)    upaya pencegahan perkawinan anak;
5)    pelatihan pangan yang sehat dan alnan;
6)    pelatihan dan sosialisasi tentang keluarga berencana;
7)    kampanye dan promosi gerakan makan ikan;
8)    praktek atau demo pemberian makanan bagi bayi dan

anak  (PMBA),  stimulasi  tumbuh  kembang,  Perilaku
Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);

9)     rembuk sttJntl.ng desa;
10)  pendidikan     tentang    pengasuhan     anak     melalui

pendidikan anak usia dini yang dimiliki Desa dan Bina
Keluarga Balita (BKB) ;

11)  peningkatan   kapasitas   bagi   kader   pembangunan
manusia,  kader pos pelayanan terpadu dan pendidik
pendidikan  anak usia dini yang dimiliki  Desa,  kader
kelompok  Bina  Keluarga  Balita Tingkat  Desa  terkait
pertumbuhan dan perkembangan; dan

12)  kegiatan pencegahan dan penurunan strtritz.rzg lainnya
sesual   dengan   kewenangan   Desa  dan   diputuskan
dalam Musyawarah Desa.
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penyelenggaraan     promosi     kesehatan     dan.     gerakan
masyarakat  hidup  sehat  dalam  rangka  penanggulangan
penyakit menular dan penyakit tidak menular, seperti:
1)    komunikasi,   informasi   dan   edukasi   (KIE)   tentang

perilaku   hidup   bersih   dan   sehat,   konsumsi   gizi
seimban.g,  dan pengelolaan  sanitasi yang balk untuk
pencegahan penyakit menular, seperti influenza, diare,
penyakit  seksual,   HIV/AIDS,   tuberkulosis,   malaria,
demam    berdarah    czerigzte,    haista,    dan    penyakit
menular lalnnya;

2)    komunikasi,   inforlnasi   dan   edukasi   (KIB)   tentang
perilaku   hidup   bersih   dan   sehat,   konsumsi   gizi
seimbang untuk pencegahan penyakit tidak menular,
seperti  hipertensi,  diabetes  mellitus,  gangguan jiwa,
dan penyakit tidak menular lainnya;

3)    pengelolaan   sanitasi  yang  balk  untuk  pencegahan
penyakit;

4)    pelatihan kader kesehatan sesual dengan kewenangari
Desa;

5)    insentif untuk kader penyaldt menular dalam kegiatan
penemuan  kasus,   pemantauan  pengobatan,   trit2c£7ig
kontak;

6)    peningkatan kapasitas kelompok penyintas TBC  agar
dapat terlibat alstif dalam pendalnpingan pasien TBC
agar patuh pada pengobatan;

7)    pembudidayaan      obat      tradisional      Desa      dan
pengembangari jamu;

8)    pelatihan pengelolaan air minum;
9)    pelatihan   pengembangan   apotek   hidup   Desa   dan

produk hortikultura; dan
10}  kegiatan    penanggulangan    penyak±t    menular    dan

penyakit  tidak  menular lainnya yang  sesuai  dengan
kewenangan Desa dan diputuskan dalaln Musyawarah
Desa.

penyelenggaraan     promosi     kesehatari     dan     gerakan
masyarakat   hidup    sehat   dalaln   rangka   optimalisasi
pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional seperti:
1)    sosialisasi    dan    promosi    kebijakan    pelaksanaan

program-    jarninan     kesehatan     nasional     melalui
komunikasi, inforlnasi dan edukasi; dan

2)    advokasi  pelaksanaan   program  jaminan   kesehatan
nasional.
Dana Desa tidak diperbolehkan untuk pembayaran premi
BPUS kesehatan.
penyelenggaraan     promosi     kesehatan     dan     gerakan
masyarakat  hidup  sehat  dalam  rangka  Pencegahan  dan
Pemberantasan   Penyalahgunaan   dan   Peredaran   Gelap
Narkotika dan Pre]flirsor Narkotika melalui :
1)    kegiatari           keagamaan           untuk           pencegahan

penyalahgunaan narkotika;
2)    penyuluhan, sosialisasi, atau  seminar tentang       bahaya

narkotika;
3)    pagelararl,      festival      semi,      dan.      budaya      untuk

pencegahan penyalahgunaan narkotika;4)    olahraga  atau   aktivitas   sehat   untukpencegahan
penyalahgunaan narkotika;

5)    fasilitasi pelatihan bagi relawan anti narkotika;
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6)    penyebaran         informasi         untuk         pencegahan
penyalahgunaan     narkotika     melalui     pencetakan
banner, spanduk, baliho, poster, atau brosur/ Zea/get;

7)    pengembangan   kapasitas   masyarakat   di   kawasan
rawan    tanaman    terlarang    dan    kawasan    rawan
peredaran dan penyalahgunaan narkoba; dan

8)    kegiatan         Pencegahan         dan         Pemberantasan
Penyalahgunaan dan  Peredaran  Gelap  Narkotika dan
Prekur s o r      N arko tika      I ainnya      s e su ai      d engan
kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah
Desa.

2.   penguatan    partisipasi    masyarakat    dalam    perencanaan,
pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa:
a.   penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka perbaikan

dan    konsolidasi    data    SDGs    Desa    dan    pendataan
perkembangan desa, seperti:
1)    pelatihan perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa;

dan

C.

2)    perbaikari   dan   konsolidasi   data   SDGs   Desa   dan
pendataan perkembangan desa lainnya Sesual dengan
kewenangan Desa dan diputuskan dalaln musyawarah
Desa.

penguatan    partisipasi    masyarakat    dalam    ketahanan
pangan nabati dan hewani, seperti:
1)    pelatihan       budidaya       pertanian,       perkebunan,

perhutanan, peternakan, dan/ atau perikanan;
2)    pelatihan pengelolaan hasil panen;
3)    pengembangan  dan  penguatan  jaringan  pemasaran

produk      pertanian ,       perkebunan ,       perhu tanan ,
peternakan Desa dan/atau perikarlan Desa dan/atau
antar Desa; dan

4)    kegiatan   penguatan   partisipasi   masyarakat   dalam
ketahanan  pangan  nabati  dan  hewani  lainnya  yang
sesual   dengan   kewenangan   Desa   dan   diputuskan
dalam Musyawarah Desa.

penin9katan  keterlibatan  masyarakat  secara  menyeluruh
dalam   pembangunan   dan   pemberdayaan   masyarakat
Desa, seperti:
1)    kegiatan  pelayanan  dasar  untuk  kelompok  mar`ginal

dan rentarl yaitu perempuan, anak, warga lanjut usia,
suhai  dan  masyarakat  adat,  penghayat  kepercayaan,
penyandang disabilitas, kelompok masyarakat miskin,
dan kelompok rentan lalnnya;

2)    penanganan anak tidak sekolah untuk warga miskin
seperti  pelatihan  keterampilan,   pelatihan  semi  dan
budaya, sosialisasi gerakan kembali bersekolah;

3)    fasilitasi     penyelenggaraan     forum     warga     dalam
penyusunan  usulan  kelompok  marginal  dan  rentan
yaltu     perempuan,     anak,     warga     lanjut     usia,
penyandang  disabilitas,  masyarakat  adat,  kelompok
masyarakat miskin dan kelompok mar.ginal lainnya;

4)    penyuluhan,      sosialisasi      bidang      hufum      dan
perlindungan masyarakat;
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5)    sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi tentang
pencegahan     dan     penanganan     kekerasan     pada
perempuan     dan     anak,     serta     tindak     pidana
perdagangan orang;

6)    pelatihan kepemimpinan perempuan;
7)    pelatihan bagi kader Desa tentang penganisutamaan

gender;
8)    pelatihan    perencanaan    dan    penganggaran    yang

responsif gender;
9)    advokasi     pemenuhan     hak     anak,     perempuan,

penyandang disabilitas, warga miskin dan masyarakat
marginal terhadap akses administrasi kependudukan
dan catatan sipil;

10)  penguatan nilal keagamaan dan kearifan lokal untuk
membentuk kesalehan sosial di Desa; dan

11)  kegiatan peningkatan keterlibatan masyarakat secara
menyeluruh lalnnya sesuai dengan kewenangan Desa
dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

peningkatan    kualitas    sumber    daya    manusia    warga
masyarakat desa, seperti:
1)    pembentukan   dan     pelatihan    penguruslembaga

kemasyarakatan Desa dan/atau lembaga adat;
2)    pelatihan kepemimpinan;
3)    Sosialisasi tentang perlindungan pekelja migran:
4)    pemberdayaan kepada masyarakat Desa termasuk

pekelja migran Indonesia seperti pelatihan dan
advokasi

5)    pelatihan  tentang  hak-hak  perburuhan,  keljasama
desa dengan perusariaan;

6)    pelatihan bahasa asing;
7)     pelatihan. digitalisasi;
8)    kegiatan  peningkatan  fualitas  sumber  daya  manusia

warga    masyarakat    desa    lalnnya    sesuai    dengan
kewehangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah
Desa.

e.    penguatan      partisipasi      masyarakat      dalaln      rangka
pengembangan listrik aJternatif di Desa:
1)    pelatihan, pengelolaan, dan  pemeliharaan energi baru

terba rukan;
2)    pelatihan instalasi atau pemasangan jaringan listrik

dan elektrifikasi;
3)    pelatihan pengolahanlimbah peternakan untuk energi

bi08as;
4)    pelatihan pembuatan bioetanol dari ubi kayu;
5)    pelatihan pengolahan minyak  goreng  bekas menjadi

biodiesel;
6)    pelatihan pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin;

dan
7)    kegiatan lainnya dalam rangka penyediaan listrik Desa

untuk    mewujudkan    Desa    berenergi    bersih    dan
terbarukan yang sesual dengan kewenangan Desa dan
diputuskan dalam Musyawarah Desa.
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3.    pengembangari       kapasitas       ekonomi       produktif       dan
kewirausahaan masyarakat Desa:
a.    pengembangan     kapasitas     ekonomi     produktif     dan

kewirausahaan masyarakat Desa seperti :
1)    pelatihan pengelolaan Desa wisata;

C.

2)    kursus/pelatihan     kerajinan     tangan     (ha7LcZ5/crofi)
berbahan baku lokal seperti sabut kelapa, tempurung
kelapa,  topeng/uhiran. kayu,  anyaman bambu/daun,
1imbah laut (kerang, kayu, bakau dan cemara laut);

3)    pelatihan kuliner dan pengembangan makanan lokal;
4)    pelatihan   kepada   pelaku   ekonomi   kreatif   untuk

berpromosi balk di media daring atau luring;
5)    pelatihan kewirausahaan Desa;
6)    promosi Desa wisata diutamakan melalui gelar budaya

dan   berbasis   digital;   dan   kegiatan   Pengembangan
kapasitas   ekonomi   produktif   dan   kewirausahaan
masyarakat Desa lalnnya sesual dengan kewenangan
Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

pendirian,   pengembangan,   dan   peningkatan   kapasitas
pengelolaan badan usaha milik  Desa/badan usaha milik
Desa bersama, seperti:
1)    pelatihan manajemen usaha untuk badan usaha milik

Desa/ badan usaha milik Desa bersama;
2)    pengembangan bisnis dan pemetaan kelayakan badan

usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersalna;
3)    pameran hasil usaha badan usaha milik Desa/badan

usaha     milik     Desa     bersama,     usaha     ekonomi
masyarakat dan/ atau koperasi;

4)    bazar    produk    kerajinan    tangan/produk    industri
mmah tangga;

5)    kerjasama perdagangan antar Desa;
6)    keriasama perdagangah dengan pihak ketiga; dan
7)    kegiatan.    1ainnya    untuk    mewujudkan    pendirian,

pengemb angan ,        dan.       peningkatan       kapasitas
pengelolaan  badan  usaha  milik  Desa/badan  usaha
milik     Desa     bersama     lainnya     sesual     dengan
kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah
Desa.

pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan
dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik
Desa bersama, seperti:
1)    pelatihan pengelolaan tanaman sekitar hutan untuk

konservasi dan tambahan pendapatan;
2)    peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk

energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup;
3)    sosialisasi pemanfaatan teknologi tepat guna;
4)    pelatihan. pemanfaatan limbah organik rulnah tangga

dan perkebunan untuk energi biomassa:
5)     pelatihan  e-mczrfeetz.7tg dan  pembuatan  zuebszte untuk

pelaku industri rumah tangga;
6)    pelatihan  manajemen  usaha  untuk  usaha  ekonomi

mmahan;
7)    pelatihan    pelaku    ekonomi    kreatif   pemula    bagi

masyarakat Desa;
8)    pelatihan  cara  konservasi  produk/karya  kreatif bagi

para pelaku kreatif, misalnya cara pendofumentasian
melalui tulisan dan visual;
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9)    pelatihan   pengelolaan   keuangan   sederhana   dalam
mengakses permodalan balk di bank dan non-bank;

10)  investasi  usaha  ekonomi  melalui  kerjasama  badan
usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersalna;

11 )  pelatihan        penggunaan        perangkat        produksi
barang/jasa  kreatif,   seperti  mesin  jahit,  alat  ukir,
kamera,     komputer,     mesin    percetakan,     bengkel
motor/ mobil, mengelas dan membatik; dan

12)  kegiatan  lalnnya  untuk  mewujudkdn  pengembangan
usaha  ekonomi  produktif yang  diutalnakan  dikelola
badan  usaha  milik  Desa/badan  usaha  milik  Desa
lainnya    sesuai    dengan    kewenangan    Desa    dan
diputuskan dalam musyawarah Desa.

Pengembangan semi budaya lokal:
Peningkatan kapasitas seni budaya warga Desa berupa:
a.    pelatihan dan penyelenggaraan ]flirsus semi budaya;
b.   pelatihan alat musik ]chas daerah setempat;
c.    pelatihan    menenun/membatik    dengan    menggunakan

wanna alam,  motif yang sudah  ada dan/atau  diciptakan
sendiri dan/atau sesual tren;

d pelatihan     pembuatan     produk/karya     kreatif     yang
merupakan  keunikan/ke-  khas-an  Desa  tersebut  sesuai
kebutuhan pasar;

e.    pelatihan     pembuatan     film      dofumenter,     jurnalis,
pembuatan  dan  penggunaan  media,  blog,  dan  internet
(film, toto, tulisan, vlog, dan. media lainnya) untuk promosi
budaya di Desa; dan

f.     kegiatan peningkatan kapasitas  semi budaya warga Desa
lalnnya sesual dengan kewenangan Desa dan diputuskan
dalam Musyawarah Desa.

Penguatan  kapasitas  masyarakat  dalam  rangka mitigasi  dan
penanganan bencana alam dan nonalam:
a.    Penguatan    dan    fasilitasi    masyarakat    Desa    dalam

kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana alam,
seperti:
1)    kegiatan   sosia]isasi  pengetahuan  dan pemahaman

masyarakat terhadap bencana;
2)     pelatihan kesiapsiagaan dan simulasi terhadap

bencana;
3)    pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan

bencana;
4)    penyediaan layanan informasi tentang bencana adam;
5)    pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan

bencana alan;
6)    pelatihan pengenalan potensi bencana dan mitigasi;

dan
7)    kegiatan  penguatan  dan  fasilitasi  masyarakat  Desa

dalaln   kesiapsiagaan   menghadapi   tanggap   darurat
bencana  adam  lainnya  sesuai   dengan   kewenangan
Desa dan diputuskan dalarn Musyawarah Desa.

Penguatan    dan    fasilitasi    masyarakat    Desa    dalam
kesiapsiagaan   menghadapi   tanggap   darurat   bencana
nonalam atau kejadian luar biasa, seperti:
1)    pengadaan media komunikasi, informasi, dan edukasi

(KIE) terkalt bencana nonalam;
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2)    pelatihan    dan    Sosialisasi    pencegahan    terhadap
penyakit  menular  mulut  dan  lfllku,   antraks  pada
hewan ternak; dan

3)    kegiatan  penguatan  dan  fasilitasi  masyarakat  Desa
dalam   kesiapsiagaan   menghadapi   tanggap   danirat
bencana  nonalam  atau  kejadian  luar  biasa  lainnya
sesuai   dengan   kewenangan   Desa   dan   diputuskan
dalam Musyawarah Desa.
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BAB Ill
F`OKUS PENGGUNAAN DANA DESA

A.  Fokus  Penggunaan   Dana  Desa  untuk  Penanganan   Kemiskinan   Ekstrem
melalui Bantuan Langsung Tunai Desa

1.  Kemiskinan Ekstrem
Kemiskinan   ekstrem   merupakan   kondisi   ketidak   mampuan   dalam
memenuhi  kebutuhan  dasar,  yaitu  kebutuhan  makanan,  air  minum
bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses
informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tetapi juga akses
pada  layanan  sosial.  Berdasarkan  Pasal  49  Undang-Undang  Nomor  62
Tahun  2024  tentang Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara Tahun
Anggaran 2025 Pemerintah dalam melaksanahan APBN Tahun Anggaran
2025     mengupayakan     pemenuhan     sasaran     pembangunan     yang
berkualitas,  salah  satunya  dalam  bentuk  tingkat  kemiskinan  ekstrem
menjadi  0%  (nol  persen).  Upaya peningkatan  kesejahteraan  masyarakat
miskin ekstrem dilaksanakan melalui tiga strategi utama, yaitu:
a. pengurangan beban pengeluaran masyarakat;
b. peningkatan pendapatan masyarakat; dan
c. penurunan jumlah kantong-karitong kemiskinan
Pemberian Bantuan Langsung Tunai Desa bagi keluarga misldn ekstrem
merupakan upaya untuk mengurangi beban pengeluaran.

2.  Mekanisme  Penetapan  Keluarga  Penerima  Manfaat  Penetapan  keluarga
penerima manfaat diputuskan bersama dalam Musyawarah Desa, dengan
mengutamakan  keluarga  miskin  ekstrem.  Identifikasi  keluarga  miskin
ckstrem dilakukan melalui pemeringkatan berdasarkan aspek sosial dan
ekonomi.   Desa  dapat  menggunakan  data  pemerintah   sebagai  acuan
penetapan  keluarga  penerima  manfaat.  Mekanisme  penetapan  keluarga
penerima manfaat sebagal berikut:
a.  Proses Pendataan

1)  Pemerintah  Desa  menyiapkan  data  desa  yang  mencakup  profil
penduduk   Desa   berdasarkan   usia,   kesejahteraan,   pendidikan,
kesehatan, dan disabilitas;

2)  Pemerintah Desa melakukan pendataan keluarga miskin dan miskin
ekstrem calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai
Desa, dengan melibatkan masyarakat Desa dan unsur masyarakat
Desa, sesuai dengan kondisi dan kearifan lokal desa; dan

3)  Pemerintah Desa melakukan pendataan mulai dari  tingkat rukun
tetangga, rukun warga, dan dusun.

b.  Proses Konsolidasi dan Verifikasi Hasil Pendataan
1)  Pemerintah    Desa   menghimpun   hasil    pendataan    dari   ruham

tetangga,  rukun  warga,  dan  dusun,  unfuk  kemudian  melakukan
verifikasi   serta   tabulasi   data.   Dalam   proses   verifikasi   syarat
penerima  Bantuan   Langsung  Tunai   Desa,   hal  yarig  dilakukan
adalah sebagal berifut:
a)  mengidentifikasi keluarga miskin ekstrem untuk dipriorifaskan

menjadi penerima Bantuan Langsung Tunai Desa; dan
b)  melakukan   verifikasi   status   kependudukan   calon   keluarga

penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa berdasarkan
data administrasi kependudukan yang dimiliki  oleh  desa afau
data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten.

2) jika    ditemukan    keluarga   calon    penerima    manfaat    Bantuan
Langsung    Tunai    Desa    yang    tidak    memiliki    nomor    induk
kependudukan,  Pemerintah  Desa  menerbitkan  surat  keterangan
domisili.  Calon  penerima manfaat Bantuan  Langsung Tunai  Desa
yang    hanya    memiliki    surat    keterangan    tersebut    kemudian
difasilitasi    Pemerintah     Desa    untuk    mendapatkan    layanan
administrasi kependudukan dan catatan sipil.
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c.  Proses Validasi dan Penetapan Hasil Pendataan
1)  Pemerintah Desa memfasilitasi badan permusyawaratan Desa untuk

melaksanakan Musyawarah Desa dengan mengundang perwakilan
masyarakat dan pihak lain yang terkait untuk membantu validasi
data  calon  keluarga  penerima  manfaat  Bantuan  Langsung Tunai
Desa.

2)  berdasarkan  hasil  musyawarah  tersebut,   daftar  calon  keluanga
penerima   manfaat   Bantuan   Langsung   Tunas   Desa   ditetapkan
dengan Keputusan Kepala Desa.

3)  Keputusan Kepala Desa paling sedikit memuat:
a)  mama dan alamat calon keluarga penerima manfaat;
b)  rincian  calon  keluarga  penerima  manfaat  berdasarkan  jenis

kelompok pekeriaan; dan
c)  jumlah calon keluarga penerima manfaat.
d)  kategori  keluarga penerima manfaat Bantuan  Langsung Tunai

(desil   1   (satu)   sampai   dengan   4   (empat)   data   pensasaran
percepatan  penghapusari  kemiskinan  ekstrem,  kriteria khusus
atau hasil Musyawarah Desa).

4)  Keputusan  Kepala  Desa  mengenal  penetapan  keluarga  penerima
manfaat dilaporkan kepada bupati melalui camat.

d.  Perubahan Keluarga Penerima Manfaat
1) jika   terdapat   perubahan   keluarga   penerima   manfaat   Bantuan

Langsung  Tunai  Desa  karena  meninggal  dunia  atau  tidak  lagi
memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat,  Kepala Desa wajib
mengganti dengan keluarga penerima manfaat yang barn.

2)  Pemerintah   Desa   memfasilitasi   badan   permusyawaratan   Desa
menyelenggarakan  Musyawarah  Desa  khusus  untuk  menefapkan
daftar keluarga penerima manfaat yang ban.

3)  dalam  hal  tidak  terdapat  pengganti  keluarga  penerima  manfaat
karena  sudah  tidak  ada  lagi  keluarga  yang  memenuhi  kriteria
keluarga  penerima  manfaat  berdasarkan  hasil  Musyawarah  Desa
lchusus,  alasan tersebut wajib dijelaskan dalam berita acara hasil
Musyawarah Desa khusus;

4)  daftar  keluarga  penerima  manfaat  yang  baru  ditetapkan  dengan
Keputusan Kepala Desa; dan

5)  Keputusan   Kepala   Desa   mengenai   perubahan   atas   penetapan
keluarga   penerima   manfaat   dilapockan   kepada   Bupati   melalui
Camat.

3.  Mekanisme Pembayaran Bantuan Langsung Tunai Desa
Pembayaran  Bantuan  Langsung 'Ilmai  Desa  kepada keluarga penerima
manfaat   dilakukan   dengan   metode   tunai   dan/atau   nontunai   dan
dibayarkan    sesuai    dengan    peruturan    perurLdang-undangan    yang
mengatur mengenai pembayaran Banfuan Langsung Tunai Desa.

4.  Monitoring dan Evaluasi
Monitoring  dan  Evaluasi  Pelaksanaan  Bantuan  Langsung  Tunai  Desa
dilaksanakan oleh:
a.  Badan Permusyawaratan Desa;
b.  Camat; dan
c.  Inspektorat.
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8. F`okus Penggunaan Dana Desa untuk penguatan Desa yang adaptif terhadap
Perubahan Iklim
1.   'fujuan penguatan Desa yang adaptif terhadap Perubahan lklim:

a.  meningkatkan  kesadaran  masyarakat  tentang  dampak  Perubahan
Iklim dan pentingnya mitigasi serta adaptasi;

b.  membangun kapasitas masyarakat Desa untuk adaptasi dan mitigasi
dalam  menghadapi  risiko  Perubahan  Iklim  melalui  pelatihan  dan
penerapan teknologi ramah lingkungan;

c.  meningkatkan   ketahanan   lingkungan   Desa   melalui   pengelolaan
sumber daya alam yang berkelanjutan;

d.  mengurangi  emisi  karbon  dan  risiko bencana melalui  inisiatif hijau,
teknologi adaptif, serta kegiatan-kegiatan mitigasi;

e.  memperkuat  keriasama  antar-pemangku  kepentingan  Desa  dalam
mitigasi dan adaptasi Perubahan Iklim; dan

f.   mendorong   penerapan   teknologi   ramah   lin9kungan   dan   praktik-
praktik pertanian yang berkelanjutan.

2.   Komponen   penguatan   Desa  yang  adaptif  terhadap   Perubahan   Iklim
meliputi:
a.  Adaptasi Dampak Perubahan Iklim;
b.  Mitigasi Perubahan Iklim; dan
c.  pengembangari Desa ramah lingkungan.

3.   Adaptasi Dampak Perubahan lklim, meliputi:
a.  pengendalian kekeringan, banjir dan longsor, seperti:

1)   pembuatan   penampung/pemanen/peresapan   air   hujan   untuk
meningkatkan cadangan air permukaan / tanah;

2)   pembuatan    infrastruktur    bangunan    untuk    melindungi    dan
konservasi mata air/ sumber air bersih skala Desa;

3)   pembuatan/perbaikan saluran air di area rentan banjir;
4)   penanaman pohon di lahan tandus yang merupakan wilayah Desa

dan/atau   di   lereng   dengan   struktur   beton   penahan   longsor
(plengsengan);

5)   pembuatan hutan bambu;
6)   pemeliharaan daerah sekitar mata air dan danau skala Desa;
7)   pembuatan terasering;
8)   pembangunan talud;
9)   pelatihan  tentang  pengendalian  kekeringan,  banjir  dan  longsor;

dan/atau
10) pembangunan/pemeliharaan sistem pengelolaan air berkelanjutan

(sumur resapan dan tadah hujan) skala Desa.
b.  penanganan atau antisipasi kenaikan muka laut, rob, intrusi air laut,

abrasi, ablasi dan gelombang tinggi, seperti:
1)  pembuatan/pemeliharaan talud skala Desa;
2)  pembuatan/ pemeliharaan tanggul pemecah ombak skala Desa;
3)  pengadaan bibit dan penanaman bakau;
4)  pembersihan daerah sekitar pantai (bersih pantai);
5)  perlindungan terumbu karang; dan/atau
6)  rehabilitasi kawasan bakau.

c.  pengendalian penyakit terkait dampak Perubahan lklim, seperti:
1)  perbaikan lingkungan agar tidak teriadi genangan air yang dapat

memicu teriadinya wabah penyakit; dari/ atau
2)  pengadaan/pemeliharaan    peralatan/sarana    untuk    mencegah

terbentuknya jentik-jentik nyamuk pada kolam penampung air.
d.  kegiatan  Adaptasi  Dampak  Perubahan  Iklim  lainnya  sesuai  dengan

kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
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4.   Mitigasi Perubahan Iklim, meliputi:
a.  pengelolaan sampan serta limbah padat dan cair, seperti;

1)  pengadaan   alat   angkut   sampah   seperti   gerobak   pengangkut
sampah;

2)  pembangunan/pemeliharaan      tempat     pembuangan      sampah
sementara;

3)  pengadaan   alat   untuk   pemanfaatan    sampah/1imbah    (misal:
pembuatan pupuk organik, mesin cacah) ;

4)  penyediaan tempat sampah terpilah;
5)  peralatan pembuatan kompos padat dan/ atau cair;
6)  pengadaan peralatan pengolahan jerami padi; dan/ atau
7)  pelatihan   pengelolaan   sampah,   limbah   padat   dan   cair   bagi

masyarakat Desa.
b.  penggunaan     energi     baru     terbarukarl     serta     konservasi     dan

penghematan energi skala Desa, seperti:
1)  pembangunan pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
2)  pendayagunaari  teknologi  tepat  guna  untuk  listrik  tenaga  surya,

tenaga   angin,   dan   pengolahan   limbah   minyak   goreng   untuk
biodiesel; dan

3)  pembangunan / pemeliharaan       instalasi       pengolahan       limbah
pertanian, peternakan, dan sampah rumah tangga untuk biogas.

c.  pengelolaan  lahan  pertanian  rendah  emisi  gas  rumah  kaca  seperti
pembukaan lahan tanpa bakar melalui Padat Karya `I\mai Desa (tidak
untuk membeli lahan);

d.  peningkatan dan/ atau mempertahankan tutupan vegetasi, seperti:
1)   perbaikan  lahan  yang  rusak  melalui  kegiatan  membuat  hutan

Desa yang dikelola secara berkelanjutan;
2)   pemeliharaan  lahan  melalui  kegiatan  pelestarian  hutan  secara

berkelanjutan;
3)   penghijauan   (reboisasi),   pengkayaan   tanaman   hutan,   praktik

wanatani (agroforestri) ; dan
4)   pembuatan rumah bibit tanalnan berkayu dan/atau bambu.

e.  pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, seperti:
1)   pembangunan/pemeliharaan sumur bor/sumur pompa; dan
2)   pembangunan/pemeliharaan saluran air di lokasi lahan gambut.

f.   penyusunan  komunikasi,  informasi  dan  edukasi  tentang  kebijakan
terkait pelestarian lingkungan De§a, seperti:
1)   pembatasan penebangan pohon dan pembukaan hutan;
2)   larangan pembakaran hutan;
3)   pembatasan pertanian belpindah;
4)   pemberian sanksi bagi perusak hutan; dan
5}   larangan pembuangan limbah pabrik/limbah kimia di sungai atau

tanah di pemukiman.
9.  sosialisasi  emisi  gas  rumah  kaca,  dampak  yang  diakibatkan  oleh

Perubahan  Iklim,  dan  pendayaguriaan  teknologi  tepat  guna  untuk
energi baru terbanikan serta konservasi dan penghematan energi; dan

h.  kegiatan Mitigasi Perubahan Iklim lainnya sesuai dengan kewenangan
Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

5.   Pengembangan  Desa ramah  lingkungan  dilaksanakan  melalui  beberapa
kegiatan, yakni:
a.  pengelolaan perhutanan sosial oleh Desa atau BUM Desa;
b.  pembangunan/pemeliharaan     infrastruktur     perdesaan     berbasis

lingkungan/responsif;
c.  pengenalan  dan   pengembangan   teknologi   tepat  guna  pengolahan

komoditas;
d.  pembangunan/pemeliharaan saluran air di lokasi lahan gambut; dan
e.  kegiatan   pengembangan   Desa   ramah   lingkungan   lainnya   sesuai

dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
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C. F`okus Penggunaan  Dana Desa untuk Peningkatan Promosi dan Penyediaan
Layanan Dasar Kesehatan Skala Desa termasuk Stunting
1.     promosi   dan   penyediaan   layanan   dasar   kesehatan   dalam   rangka

pencegahan dan penurunan stunting di Desa.
a.  Kelompok sasaran intervensi pencegahan dan penurunarl stunting

1)   remaja putri;
2)   calon pengantin;
3)   ibu hamil, menyusui, nifas; dan
4)   bayi usia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan.

b.  Jenis   kegiatan   yang   dilaksanakan   untuk   mengatasi   penyebab
langsung  (intervensi  spesifik)  teriadinya  stunting  sesual  kebutuhan
dan kewenangan Desa, meliputi:
1)   penyuluhan dan konseling gizi bagi kelompok sasaran;
2)   pemantauan tumbuh kembang balita;
3)   pemberian  makanan  tambahan  diutamakan  pangan  lokal  dan

diolah  sendiri,  kaya protein  hewani,  kaya gizi,  kaya vitamin  dan
mineral,   cukup   karbohidrat.   Pemberian   makanan   tambahan
berupa makanan slap santap dan bergizi dalam bentuk makanan
lengkap atau makanan selingan / fudapan.
a)   pemberian makanan tambahan lokal pemulihan bagi balita dan

ibu   hamil   merupakan   makanan   tambahan   pangan   lokal
(makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai
dengan potensi  sumber daya dan kcarifan lokal dan menjadi
alternatif  sumber  karbohidrat,  protein,  1emak,  vitamin  dan
mineral) yang diberikan untuk meningkatkan berat badan dan
memperbaiki  status gizi pada sasaran,  selama belum didanai
oleh   program   atau   sumber   pendanaan   lainnya.   Sasaran
pemberian makanan tamhahan lokal yaltu:
1)   balita gizi kurang diberikan makanan tambahari 4 (empat)

sampai dengan 8 (delapan) minggu;
2)  balita berat badan kurang diberikan makanan tambahan 2

(dua) sampai dengan 4 {empat) minggu;
3)  balita tidak naik berat badan diberikan makanan tambahan

selama 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) minggu;
4)   ibu hamil kurang energi kronis diberikan  selama minimal

120 (seratus dua puluh) hari; dan
5)   ibu  hamil  risiko  kurang  energi  kronis  diberikan  selama

minimal 120 (seratus dua puluh) hari.
b)   pemberian    makanan    tambahan    penyuluhan    pemberian

makanan    tambahan    penyuluhan    merupakan    makanan
tambahan diluar makanan pendamping air susu ibu/ makanan
keluarga yang dikonsumsi sehari~hari) yang diberikan kepada
balita  6  (enam)  -  59  (lima  puluh  sembilan)  bulan  berbahan
pangan  lokal  sebagai  contoh  makanan  tambahan  yang  baik
untuk  edukasi  dalam  perbaikan  pola  konsumsi  sesuai  gizi
seimbang.

4)   sosialisasi, penyuluhan dan pendampingan pemberian makan bayi
dan   anak   (inisiasi   menyusui   dini,   air   susu   ibu,   makanan
pendamping air susu ibu dan makanan keluarga bergizi seimbang) ;

5)   pelatihan    pengolahan    makanan    pendamping    air    susu    ibu
menggunakan pangan lokal;

6)   sosialisasi,  edukasi dan pendampingan  dalam  melengkapi  status
pemberian imunisasi anak usia 0 (nol) - 59 (lima puhih sembilan)
bulan kepad'a keluarga dalam pelaksanaan imunisasi; dan

7)   kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung
(intervensi spesifik) 1ainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan
diputuskan dalam Musyawarah Desa.
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c.  Jenis  kegiatan yang dilaksanakan  untuk  mengatasi  penyebab  tidak
langsung  teriadinya  stunting  (intervensi  sensitio  sesuai  kebufuhan
dan kewenangan Desa, meliputi:
1}   advokasi   akses   perlindungan   sosial   bagi   keluarga   kelompok

sasaran intervensi pencegahan dan penurunan stunting;
2)   penyuluhan dalam rangka pencegahan perkawinan dini;
3)   pelatihan pangan yang sehat dan aman;
4)   pelatihan dan sosialisasi tentang keluarga berencana untuk kader

keluarga berencana;
5)   penyulunan   dan   edukasi   tentang   keluarga   berencana   pasca

persalinan;
6)   kampanye dan promosi gerakan pengolahan pemberian makanan

tanbahan lokal;
7)   praktek  atau  demo  pemberian  makanan  bagi  bayi  dan  anak,

stimulasi pertumbuhan dan perkembangan anak;
8)   kampanye pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat;
9)   pendidikan  tentang  pengasuhan  anak  melalui  pendidikan  anak

usia dini yang dimiliki Desa dan bina keluarga balita;
10) penyediaan akses air minum layak dan aman bagi rurnah tangga;
11 ) penyediaan sarana sanitasi layak bagi, rumah tangga;
12) edukasi gerakan stop buang air besar sembarangan;
13) pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah  kas  Desa

untuk pembangunan kandang, kolam, kebun; dan
14) kegiatan  yang  dilaksanakan  untuk  mengatasi  penyebab  tidak

langsung  teljadinya  stunting  (intervensi  sensitio  lainnya  sesuai
dengan  kewenangan  Desa  dan  diputuskan  dalam  Musyawarah
Desa.

d.  Tata  Kelola  Pelaksanaan  Konvergensi  Percepatan  Pencegahan  dan
Penurunan   stunting   sesuai   kebutuhan   dan   kewenangan   Desa,
meliputi:
1)   peningkatan kapasitas bagi kader pembangunan manusia,  kader

pos  pelayanan  terpadu dan  pendidik pendidikan  anak usia dini,
kader kelompok bina keluarga balita tingkat Desa;

2)   pertemuan konsolidasi data dari berbagai sistem data yang ada di
Desa (SDGs Desa, e-HDW, e-PPGBM, Elsimil, Pfndataan Keluarga
yang kemudian terkonsolidasi dalam Sistem lnformasi Desa)  dan
penyusunan  laporan  hasil  pemantauan  cakupan  layanan  (Kartu
Skor    Desa/Village    Score    Card).    Dalam    upaya    percepatan
penurunan  stunting,  Desa  perlu  memastikan  terselenggaranya
sejumlah layanan yang dapat diakses oleh kelompok sasaran. 0leh
karena itu, Desa perlu melakukan konsolidasi data, meliputi data
layanan, data sasaran, data hasil pemantauan terhadap sasaran;

3)   fasilitasi  penyediaan  layanan  yang  sesuai  dengan  kewenangan
Desa  sehingga  kelompok  sasaran  mendapatkan  layanan  secara
len8kap;

4)   fasilitasi    pelaksanaan    rembuk    stunting    Desa    sebagai    pra
Musyawarah Desa untuk membahas isu yang diperoleh dari hasil
pendataan dan pemantauan yang kemudian dirumuskan menjadi
usulan  kegiatan  terkait percepatan  penurunan  stunting  di  Desa
yang     akan     disampaikan     ke     musyawarah     perencanaan
pembangunan Desa;

5)   fasilitasi  pelaksanaan  rapat  dalam  rangka  evaluasi  pelaksanaan
kegiatan konvergensi percepatan penurunan stunting di Desa;

6)   pemberian insentif bagi kader pembangunan manusia, kader pos
pelayanan   terpadu   (posyandu)   di   bidang   kesehatan,   pendidik
pendidikan  anak usia dini,  kader kelompok bina keluarga balita
tingkat Desa dan kader Desa lainnya yang ditunjuk dan ditetapkan
oleh surat keputusan Kepala Desa yang khusus untuk menangani
percepatan penurunan stunting di Desa;
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7)   penyediaan fasilitas/alat bantu keria bagi kader yang mendukung
pelaksanaan  percepatan  stunting  di  Desa  untuk  kader  sesuai
kewenangan Desa; dan

8)   kegiatan   tata  kelola  percepatan   penanganan   stunting  lainnya
sesuai    dengan    kewenangan    Desa    dan    diputuskan    dalam
Musyawarah Desa.

e.  Penanganan    intervensi     stunting    berskala    lokal     Desa    dapat
diintegrasikan di dalam kegiatan lain yang beririsan dengan stunting,
seperti Ketahanan Pangan dan kemiskinan ekstrem.

f.   Kepala  Desa  menyampaikan  kartu  skor  Desa  konvergensi  layanan
stunting tahun anggaran 2024 yang dapat dihasilkan melalui aplikasi
yang  disediakan  oleh  kementerian  yang  menyelenggarakan  urusan
pemerintahan  di  bidang  Desa  dan  pembangunan  daerah  tertinggal
kepada Bupati.

2.     Promosi,  pencegahan,  dan  penyediaan  layanan  dasar  kesehatan  dalam
rangka penanggulangan TBC, meliputi:
a.  dukungan untuk pembentukan dan penyelenggaraan Desa Siaga TBC;
b.  du]rm.gan  komplementer  untuk  pasien  dan  penyintas  TBC  seperti

sembako, makanan tambahan,  suplemen dan lain-lain bagi keluarga
miskin atau mishin ekstrem;

c.  dukumgan  biaya  atau  penyediaan  transportasi  pasien  TBC  untuk
mengakses rumah sakit/fasilitas pelayanan kesehatan bagi keluarga
miskin atau miskin ekstrem;

d.  dukungan   insentif   untuk   kader   dalam   kegiatan   deteksi   dini,
penemuan  kasus,  pemantauan  pengobatan,  dan  pelacakan  kasus
mangkir berobat TBC melalui kunjungan rumah;

e.  dukungan  untuk  peningkatan  kapasitas  bagi  kader  dan  penyintas
TBC untuk terlibat aktif dalam kegiatan pencegahan, penemuan kasus
dan pendampingan pengobatan pasien TBC;

f.   dukungan  promosi  kesehatan  dan  gerakan  masyarakat hidup  sehat
dalam  rangka  penanggulangan  TBC,  termasuk  pencetakan  materi
komunikasi TBC untuk seluruh kader dan masyarakat; dan/ atan

9.  peningkatan    keterampilan    pasien    dan    penyintas    TBC    untuk
pemberdayaan  ekonomi  guna  meningkatkan  kualitas  hidup  pasien
dan penyintas TBC; dan/atau

h.  kegiatan   promosi,   pencegahan,   dan   penyediaan   layanan   dasar
kesehatan   dalam   rangka   penanggulangan   TBC    lainnya   sesuai
kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

3.     Promosi layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan penyakit
menular dan penyahit tidak menular termasuk masalah kesehatan jiwa.
a.  penyakit  menular  adalah  penyakit yang  dapat  berpindah  dari  satu

penderita  ke  penderita  lain,  baik  teljadi  secara  langsung  maupun
tidak langsung.  Penularan  penyakit  secara  langsung  teriadi  apabila
melakukan kontak langsung dengan individu yang sakit,  sedangkan
secara  tidak  langsung  biasanya  melalui  media,  seperti  air,  udara,
pakaian dan lainnya. Penyakit menular seperti:
1)    HIV/AIDS;
2)   TBC;
3)   malaria;
4)   penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi; dan/atau
5)   penyakit menular lainnya.
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b.  dalam penanganan  penyakit menular yang berpotensi wabah hingga
kejadian luar biasa, memerlukan pelibatan masyarakat dalaln upaya
pelaksanaan pencegahan dan deteksi. Surveilans berbasis masyarakat
menjadi metode yang direkomendasikan dalam peningkatan cakupan
dan  kualitas  surveilans  melalui  pemberdayaan  masyarakat  Desa.
Surveilans    Berbasis    Masyarakat    adalah    kegiafan    pengamatan,
pelaporan, dan respon dini oleh masyarakat secara terus menerus dan
sistematis  terhadap  gejala  penyakit  dan  falctor  risiko  yang  menjadi
tanda munculnya suatu perfuasalahan kesehatan di masyarakat.

c.  penyakit  tidak  menular  adalah  penyakit yang tidak bisa ditularkan
dari orang ke orang, yang perkembangannya beljalan perlahan dalani
jangka waktu yang panjang (kronis). Penyakit yang termasuk kedalam
penyakit tidak menular antara lain:
1)   hipertensi;
2)   diabetes;

3)   penyakitjantung; dan
4)   penyakit tidak menular lainnya.

d. jenis   kegiatan   promosi   layanan   dasar   kesehatan   dalam   ran8ha
penanggulangan   penyakit   menular   dan   penyakit   tidak   menular
termasuk masalah kesehatan jiwa meliputi:
1)   komunikasi, informasi dan edukasi tentang perilaku hidup bersih

dan sehat (seperti konsumsi gizi seimbang, imunisasi, cuci tangan
pakai    sabun,     konsumsi    air    minum    layak    dan    aman,
skrinning/ pemeriksaan kesehatan, pertolongan pertama pada luka
psikologis, dan pengelolaan sanitasi yang baik), terkait HIV/AIDS,
TBC,  malaria,  penyakit  yang  dapat  dicegah  dengan  imunisasi,
hipertensi, diabetes, penyakit jantung, dan penyakit menular dan
penyakit tidak menular lainnya;

2)   edukasi tentang komunikasi antar personal;
3)   advokasi   pertolongan   pertama   pada   luka   psikologis   untuk

membantu deteksi dini kesehatan jiwa;
4)   advokasi pengasuhan positif bagi keluarga;
5)   pengadaan alat bantu, media komunikasi, informasi, dan edukasi

tentang perilaku  hidup  bersih  dan  sehat  (seperti:  gizi  seimbang,
cuci       tangan       pakai       sabun,       makan       buah       sayur,
skrinning/pemeriksaan     kesehatan,      aktifitas     fisik/olahraga,
berhenti/ tidak merokok, BAR tidak sembarangan, dan pengelolaan
stres) terkait HIV/AIDS, TBC, malaria, penyakit yang dapat dicegah
dengan  imunisasi,   hipertensi,   diabetes,   penyakit  jantung,   dan
penyakit menular dan penyakit tidak menular lainnya.

6)   penyediaan   media  komunikasi,   informasi   dan   edukasi   terkait
dengan  kegiatan  surveilans  berbasis  masyarakat  seperti  berisi
konten nomor telepon tim relawan surveilans berbasis masyarakat,
rumah sakit rujukan, dan/ atau ambulans;

7)   pengelolaan sanitasi yang baik untuk pencegahan penyakit;
8)   pelatihan kader kesehatan sesuai dengan kewenangan Desa;
9)   penguatan  dan  fasilitasi  masyarakat  Desa  dalam  kesiapsiagaan

rnenghadapi Wabah penyaki-t menular/ Kejadian Luar Biasa (KLB) ;
10) pembudidayaan tanaman obat tradisional Desa;
11) pelatihan pengelolaan air minum;
12)pelatihan    pengembangan    apotek    hidup    Desa    dan    produk

hortikultura;
13) kamparry.e dan gerakan masyarakat seperti pemberantasari sarang

nyamuk,   kebersihan   kampung/desa,   olahraga   bersama,   Desa
tanpa rokok untuk penanggulangan penyakit menular dan tidak
menular; dan/ atau

14) operasional  pelaksanaan  surveilans  berbasis  masyarakat  sesuai
kewenangan Desa.
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e.  jenis  kegiatan  penyediaan  layanan  dasar  kesehatan  dalam  rangka
penanggulangan   penyakit   menular   dan   tidak   menular   termasuk
masalah kesehatan j iwa, meliputi:
1)   pemberian   bantuan   makanan   tambahan   bagi   orang   dengan

penyakit  menular,  kontak erat  serumah,  dan  kontak  erat  orang
dengan penyakit menular;

2)   penyediaan air bersih dan aman berskaia Desa (mata air,  tandon
air bersih atau penampung air hujan bersama, sumur bor);

3)   pipanisasi  untuk  mendukung  distribusi  air  bersih  ke  rumah
penduduk;

4)   pembangunan, pemeliharaan sanitasi lingkungan;
5)   pembangunan,  pengembangan  dan  pemeliharaan  fasilitas mandi,

cuci, kakus Desa; dan/atau
6)   insentif    untuk    kader    kesehatan    dalam    keedatan    promosi

kesehatan,  penemuan  kasus,  pemantauan  pengobatan,  tracing
kontak  dan  deteksi  dini  penyakit  menular  dan  penyakit  tidak
menular termasuk masalah kesehatan jiwa.

f.   kegiatan   promosi,   pencegahan,   dan   penyediaan   layanan   dasar
kesehatan   dalam   rangka  perlanggulangan   penyakit   menular   dan
penyakit tidak menular termasuk masalah gangguan kesehatan jiwa
lainrlya  sesuai  dengan  kewenangan  Desa  dan  diputuskan  dalam
Musyawarch Desa.

4.     Pengembangan  pelayanan  dasar  kesehatan  sesuai  kewenangan  Desa.
Jenis   kegiatan   pengembangan   pelayanan   dasar   kesehatan    sesuai
kewenangan Desa, meliputi:
a.   pembangunan    (bagi    Desa    yang    belum    quemiliki/membangun),

pengembangan,  dan  pemeliharaan  prasarana  pondok  bersalin  Desa,
pos  kesehatan  Desa,  pos  pelayanan  terpadu,  dan  pos  pembinaan
teapadu;

b.   bantuan operasional untuk akses layanan dokter, perawat, bidan, dan
tenaga  kesehatan  lainnya  bagi  Desa  yang  belum  memiliki  akses
layanan kesehatan;

c.   penguatan  sistem layanan rujukan masalah kesehatan yang berasal
dari bina keluarga balita ke fasilitas kesehatan; dan

d.   kegiatan  pengembangan  pelayanan  dasar  kesehatan  lainnya  yang
sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah
Desa.

D. F`okus Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dan Hewani
1.  Tujuan ketahanan pangan di Desa:

a.  meningkatkan    ketersediaan    pangan    baik    dari    hasil    produksi
masyarakat Desa maupun dari lumbung pangan Desa;

b.  meningkatkan keteriangkauan pangan bagi warga masyarakat Desa;
dan

c.  meningkatkan  konsumsi  pangan  yang  beragam,  bergizi  seimbang,
aman,    higienis,    bermutu,    tidak    bertentangan    dengan    agama,
keyakinan,  dan  budaya  masyarakat,   serta  berbasis  pada  potensi
sumber daya lokal.

2.  Aspek ketahanan pangan di Desa:
a.  ketersediaan pangan di Desa:

1)  ketersediaan pangan dari hasil produksi masyarakat Desa;
2)  ketersediaan pangan dari lumbung pangan Desa;
3)  ketersediaan  data  dan  informasi  mengenai  hasil  produksi  dan

lumbung pangan Desa; dan
4)  ketersediaan pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis

potensi sumber daya lokal.
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b.  keteq.angkauan pangan di Desa:
1)  kelancaran distribusi dan pemasaran pangan di Desa; dan
2)  ketersediaan  bantuan  pangan  bagi  masyarakat  miskin,   rawan

pangan dan gizi, maupun dalam keadaan darurat.
c.  pemanfaatan pangari di Desa:

1}  konsumsi  pangan yang beragam,  bergizi  seimbang,  dan  berbasis
pada potensi sumber daya lokal; dan

2)  konsumsi   pangan   yang   amen,   higienis,   bermutu,   dan   tidak
bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat.

3.  Penyelenggaraan  ketahanan  pangan  melibatkan  berbagai  pihak di  Desa
diantaranya  Pemerintah  Desa,   Lembaga  Kemasyarakatan  Desa,   BUM
Desa/BUM Desa Bersama, masyarakat Desa maupun kemitraan, yaitu:
a.  Pemerintah Desa dan lembaga kemasyarakatan Desa memiliki peran

dalam penyediaan, keteljangkauan,  dan pemanfaatan pangan sesuai
dengan kewenangan Desa.

b.  peran  Badan  Usaha  Milik  Desa/Badan  Usaha  Milik  Desa  Bersama
dalam mendukung ketahanan pangan di Desa, antara lain:
1)  pengelola usaha/unit usaha lumbung pangan Desa;
2)  penyediaan permodalan dan unit usaha dana bergulir masyarakat;
3)  penyewaan peralatan pertanian; dan
4)  penyedia  sararia  produksi,  pemasaran  hasil  pertanian  melalui

pengelolaan lumbung pangan,  pengolahan,  dan pemasaran  serta
keria sama dengan kelompok ekonomi Desa dan swasta.

c.  peran   masyarakat   Desa   dalam   Ketahanan   Pangan   mendukung
swasembada pangan dan makan bergizi gratis di Desa, antara lain:
1)  intensifikasi   lahan   milik   masyarakat   Desa   sebagai    sumber

produksi pangan keluarga;
2)  belpartisipasi aktif dalam mewujudkan ketahanan pangan di Desa;

dan
3)  pengelolaan stok pangan keluarga.

d.  kemitraan   dalam   penguatan   ketahanan   pangan   di   Desa   dapat
dilakukan  bersama  Perguruan Tinggi,  BUMN,  Lembaga  Swasta,  dan
organisasi  masyarakat  serta  media  terkait.  Peran  kemitraan  Desa
dalam ketahanan pangan di Desa yaitu:
1}  melakukan  pelatihan,   pembimbingan  dan  pendarnpingan   Desa

dalam mencapai ketahanan pangan di Desa; dan
2)  memberikan  informasi  akses  permodalan,  pengolahan  produksi,

promosi, dan keriasama sebagai penguatan ketahanan pangan di
Desa.

4.  Langkah pemanfaatan Dana Desa untuk ketahanan pangan mendukung
swasembada pangan dan makan bergizi gratis di Desa dilakukan dengan
Cara:
a.  memastikan    program/kegiatan    yang    direncanakan    merupakan

kewenangan Desa;
b.  disepakati dan diputuskan dalam Muayawarah Desa;
c.  program/kegiatan  yang  direncanakan  masuk  dalam  RKP  Desa  dan

APE Desa; dan
d.  RKP Desa dan APB Desa dipublikasikan sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan.
5.  Kegiatan ketahanan pangan dalam mendukung swasembada pangan dan

makan bergizi gratis yang dapat dilakukan di Desa.
a.  Ketersediaan Pangan di Desa, diantaranya:

1)  Ketersediaan pangan dari hasil produksi masyarakat Desa, seperti;
a)  pemanfaatan   tanah   kas   Desa   sebagai   lahan   pertanian,

peternakan,      perikanan,      perkebunan      atau      kegiatan
pengembangan pangan lainnya;
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b)  pemanfaatan   lahan   pekarangan   dan   pemanfaatan   lahan
nonproduktif untuk pertanian, peternakan, dan perikanan;

c)  pengembangan pertanian keluarga, pekarangan pangan lestari,
hidroponik, atau bioponik;

d)  peningkatan ketersediaan dan akses benih dan bibit tanaman,
temak, dan ikan;

e)  pelatihan    budidaya    pertanian,    perkebunan,    perhutanan,
petemakan dan/ atau perikanan;

D   pengembangan pakan terrlak alternatif;
g}  pengembangan   sentra   pertanian,   perkebunan,   perhutanan,

petemakan dan/ atau perikanan telpadu;
h)  pembukaan lahan pertanian/perkebunan melalui Padat Karya

Tunai Desa (tidak membeli lahan);
i)   pembangunan  dan/atau  normalisasi  jaringan  irigasi  tersier

sesuai  kewenangan  Desa  melalui  Padat  Karya  Tunai  Desa
setelah    mendapat    persetujuan    pemanfaatan    irigasi    dari
Menteri,       Gubemur,       atau       Bupati       sesual       dengan
kewenangannya;

`    j)   pembangunan kandang komunal;
k)  pelatihan pengelolaan hasil panen;
1)   pemasangan atau perawatan karamba bersama;
in) pembangunan dan pemeliharaan tempat pelelangan ikan dan

tempat  penjualan  ikan  lainnya  yang  dikelola  Badan  Usaha
Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama;

n)  pengadaan sarana dan prasarana untuk produksi, penanganan
pascapanen, penyimpanan parLgan pengolahan, pertanian., dan
perkebunan, perikanan, dan/ atau perhutanan; dan

o)  program/kegiatan  lainnya  untuk  mewujudkan   ketersediaan
pangan    dari    basil    produksi    masyarakat    Desa    sesuai
kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

2)  Ketersediaan pangan dari lumbung pangan Desa, seperti:
a)  pengembangan dan pengelolaan lumbung pangan Desa;
b)  pemeliharaan infrastruktur pendukung lumbung pangan Desa;

dan
c)  program/kegiatan  lainnya  untuk  mewujudkan  ketersediaan

pangan dari lumbung pangan Desa.
3}  Ketersediaan   Pangan   yang   beragam,    bergizi   seimbang,    dan

berbasis potensi sumber daya lokal, seperti:
a)  pelatihan  dan  pengembangan  Teknologi  Tepat  Guna  untuk

usaha pengolahan pangan lokal;
b)  pengembangan  diversifikasi  usaha  tani  dan  perikanan  skala

desa;
c)  penanaman    tumpang    sari    tanaman    pokok    di    lahan

perkebunan; dan
d)  program/kegiatan   lainnya   untuk   mewujudkan   ketersedian

pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis potensi
sumber daya  lokal  sesuai  kewenangan  desa  dan  diputu§kan
dalam Musyawarah Desa.

b.  Keteq.angkauan Pangan di Desa meliputi:
1)  Kelancaran distribusi dan pemasaran pangan di Desa, seperti:

a)  peningkatan,  dan  pemeliharaan jalan  usaha  tani  pertanian,
petemakan, dan perihanan secara swakelola dengan pola Padat
Karya Tunai Desa; dan

b)  program/kegiatan   lainnya   untuk   mewujudkan   kelancaran
distribusi dan pemasaran pangan di desa sesuai kewenangan
Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
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2)  Ketersediaan  bantuan  pangan  bagi  masyarakat  miskin,  rawan
pangan dan gizi, maupun dalam keadaan darurat, seperti:
a)  pemberian  bantuan  bahan  pangan  bagi warga  miskin  rawan

pangan dan gizi; dan
b)  program/kegiatan  lainnya  untuk  mewujudkan  ketersediaan

bantuan pangan bagi masyarakat miskin,  rawan pangan dan
gizi, maupun dalam keadaan darurat sesual kewenangan Desa
dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

c.  Pemanfaatan Pangari di Desa, diantaranya:
1)  Konsumsi  pangan  yang  beragam,  bergizi  seimbang,  dan  berbasis

pada potensi sumber daya lokal, seperti:
a)  sosialisasi  dan  edukasi  konsumsi  pangan  beragam,  bergizi,

seimbang, dan aman;
b)  peningkatan    keterampilan    dalam    pengembangan    olahan

pangan lokal;
c)  pengembangan  dan  diseminasi  Teknologi  Tepat  Guna  untuk

pengolahan pangan lokal; dan
d)  program/kegiatan    lainnya    untuk    mewujudkan    konsumsi

pangan  yang  beragam,  bergizi  seimbang,  dan  berbasis  pada
potensi   sumber  daya  lokal   sesual   kewenangan   Desa   dan
diputuskan dalam Musyawarah Desa.

2)  Konsumsi   pangan   yang   arnan,   higienis,   bermutu,   dan   tidak
bertentangan dengan agama,  keyakinan,  dan budaya masyarakat,
seperti,

a)  edukasi tentang makanan yang bebas akan cemaran biologis,
kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan
membahayakan kesehatan manusia;

b)  advokasi terhadap makanan yang dikonsumsi oleh warga Desa
yang   dapat   mengganggu,   merugikan,   dan   membahayakan
kesehatan manusia;

c)  sosialisasi    keamanan    pangan    terhadap    petani,    nelayan,
pembudidaya ikan, dan pelaku usaha pangan; dan

d)  prograln/kegiatan    lainnya    untuk    mewujudkan    konsumsi
pangan yang aman, higienis, bermutu, dan tidak bertentangan
dengan  agama,  keyakinan,  dan  budaya  masyarakat  sesuai
kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

6.  Pemantauan dan Evaluasi
Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Prograln Ketahanan Pangan dan
Hewani di Desa dilaksanakan oleh:
a.  Badan Permusyawaratan Desa;
b.  Camat; dan
c.  Inspektorat.

E.  Fokus Penggunaan Dana Desa untuk Pengembangan Potensi dan Keunggulan
Desa Pengembangan potensi dan keunggulan Desa terdiri atas:
1.     Pengembangan Desa wisata, meliputi:

a.   pengadaan,  pembangunan,  pemanfaatan  dan  pemeliharaan  sarana
dan  prasarana  Desa  wisata  seperti  pergola,  gaLzebo,  pondok  wisata
atau homestay, fasilitas jamban publik dan/atau kios cendera mata,
internet, jalan menuju tempat wisata, jogging path track wisatawan,
perahu  penumpang  untuk  mencapai  ke  tempat  wisata,  tambatan
perahu, dermaga apung, tanbat apung (buoy) , bioskop mini, peralatan
kesehatan  darurat di  Desa wisata,  panggung  hiburan,  kios  warung
makan,   wahana  pemiainan  outbound,   wahana  permainan  anak,
taman rekreasi, tempat penjualan tiket, pengelolaan sampah terpadu
bagi    rumah    tangga   dan    kawasan    wisata,    cemara    laut    dan
bibit/ tananan bakau;
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b.   pengembangan investasi Desa wisata;
c.   pengembangan keriasama antardesa wisata; dan
d.   pengembangan Desa wisata lainnya sesulai dengan kewenangan Desa

dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
2.     Desa devisa adalah Desa yang memiliki produk unggulan yang diekspor

ke   luar   negeri,   untuk   meningkatkan   perekonomian   Desa   dengan.
memberdayakan  potensi  lokal  melalui  aktivitas  ekspor.  Pengembangan
Desa devisa dapat dilakukan melalui kelembagaan BUM Desa/BUM Desa
ber§ama   atau   kelompok   usaha   yang   mengelola   produk   unggulan.
Dukungan pengembangan Desa devisa, meliputi:
a.  identifikasi  potensi  lokal  dan  produk  unggulan  Desa  yang  layak

dikembangkan untuk pasar ekspor;
b.  pelatihan   teknis   pengolahan   produk,   peningkatan   kualitas   dan

standar   mutu,   serta   pengemasan   produk   unggulan   Desa   yang
berorientasi ekspor;

c.  pelatihan  kemitraan  untuk  memperluas  jaringan  pemasaran  agar
mencapal pasar global;

d,  pembangunan   infrastruktur   pendukung   produksi   dan   distribusi
produk unggulan Desa yang berorientasi ekspor;

e.  penyediaan   teknologi   skala   Desa   pendukung   produksi   produk
unggulan Desa yang berorientasi ekspor;

f.   penyusunan strategi pemasaran produk unggulan Desa di pasar global
termasuk  desain  kemasan  produk  yang  menarik,  desain  logo,  dan
identitas visual yang mencerminkan kualitas dan keunihan produk;

9.  edukasi pemasaran digital untuk menjangkau pasar global;
h.  promosi  produk  unggulan   Desa  untuk  menjangkau   pasar  global

seperti   pembuatan   katalog   produk,   brosur,   penyediaan   sampel
produk, pembuatan konten kreatif untuk kampanye media sosial, dan
kegiatan promosi lainnya; dan/ atau

i.   z~orfeshap  atau   tur  edukasi   terkait  produk  unggulan   Desa  yang
berorientasi   ekspor   seperti   workshop   merawat   kerajinan   rotan,
workshop cara menyeduh kopi, workshop tenun tradisional atau tur
edukasi ke lokasi produksi untuk memberikan pengalaman langsung
kepada konsumen.

3.     Desa  argoekonomi  adalah  Desa  yang  memanfaatkan  sektor  pertanian
sebagai  upaya  untuk  meningkatkan  perekonomian.  Desa  ini  mengelola
potensi sumber daya alam untuk menciptakan aktivitas ekonomi di sektor
pertanian yang mendukung kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga
kelestarian    lingkungan    yang    berkelanjutan.    Pengembangan    Desa
argoekonomi, meliputi:
a.  pengelolaan wanatani (agroforestri) oleh Desa atau BUM Desa;
b.  pendampingan   kelompok   tani   untuk   pengelolaan   hasil   produksi

berbasis pasar;
c.  pengembangan  usaha  tani  terpadu  (misalnya  kombinasi  pertanian,

petemakan, dan perikanan) ;
d.  peningkatan kapasitas petani dan masyarakat Desa, seperti:

1)   pelatihan dan pendampingan tentang pertanian berkelanjutan dan
teknik  budidaya  ramah  lingkungan,  seperti  penggunaan  pupuk
organik, penggunaan pestisida alami, teknik irigasi hemat air, dan
teknologi pascapanen;

2)   penyuluhan  terkait  pemasaran  hasil  panen,  termasuk  strategi
branding produk Desa;

3)   pelatihan manajemen keuangan kepada petani tentang pengelolaan
keuangan usaha tani;

4)   pelatihan digitalisasi pertanian kepada petani seperti penggunaan
aplikasi  atau  platform  digital  untuk  mengetahui  harga  pasar,
memesan bibit, atau menjual hasil panen;
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5)   pelatihan kemitraan untuk pengembangan produk hasil pertanian;
dan/atau

6)   pelatihan   praktik   pertanian   tradisional   yang   selaras   dengan
lingkungan, seperti penggunaan alat tani lokal atau rotasi berbasis
kalender adat.

e,  penyelenggaraan  pasar  tani  atau  festival  produk  pertaniari  Desa;
dan/atau

f.   pengembangan petani muda Desa untuk melanjutkan usaha pertanian
dengan inovasi teknologi dan pengelolaan modern.

F.  F`okus Penggunaan  Dana Desa untuk Pemanfaatan Teknologi dan lnformasi
untuk Percepatan lmplementasi Desa Digital
1.     Penggunaan  Dana  Desa  untuk  Pemanfaatan  Teknologi  dan  lnformasi

untuk  Percepatan  Implementasi  Desa  Digital  difokuskan  kepada  Desa
yang   masih   membutuhkan   layanan  jaringan   telekomunikasi   dengan
kriteria  diantaranya  terletak  di  daerah  terpencil,  dengari  keterbatasan
akses    terhadap    infrastruktur   teknologi,    seperti    internet,   jaringan
telekomunikasi, dan sumber daya teknologi lalnnya. Kegiatan peningkatan
kualitas     Desa     yang     masih     membutuhkan     layanan     jaringan
telekomunikasi, melalui:
a.  pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan ustrik altematif yang

belum dialiri listrik oleh PLN sesuai kewenangan Desa, seperti:
1)   pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
2)   pembangkit listrik tenaga biodiesel;
3)   pembangkit listrik tenaga matahari (panel surya);
4)   pembangkit listrik tenaga angin;
5)   kincir air;
6)   instalasi biogas;
7)  jaringan distrihusi tenaga listrik; dan
8)   kegiatan    lalnnya   untuk    pembangunan,    pengembangan    dan

pemeliharaan   listrik   altematif   di   Desa   yang   sesuai   dengan
kewenangari Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

b.  pengadaan, pengembangan dan pemeliharaan layanan akses internet
seperti  pembangunan  tower  akses jaringan  internet,  internet  satelit
dan langganan akses internet sesuai kewenangan Desa; dan

c.  pengadaan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana
pendukung administrasi Desa seperti laptop dan komputer (bagi Desa
yang belum memiliki).

2.     Desa  digital  adalah  konsep  pembangunan  Desa  yang  didukung  oleh
teknologi digital,  seperti internet, telekomunikasi dan teknologi informasi
lainnya. Kegiatan pengembangan Desa digital, melalui:
a.  pengembangan   prasarana   dan   sarana   teknologi   informasi   dan

komunikasi, seperti:
1)   akses jaringan internet untuk warga Desa;
2)   website Desa yang diutalnakan menggunakan layanan web hosting

dan mama domain alamat elektronik dalam negeri yaitu desa.id;
3}   peralatan pengeras suara (loudspeaker);
4)   radio Single Side Band (SSB);
5)   radio komunitas;
6)   penyelenggaraan    informasi    publik    Desa    seperti    pembuatan

poster/baliho,    mading,    dan   flyer   untuk   memuat   informasi
penetapan/laporan pertanggung jawaban APE Desa untuk warga
dan informasi terkait isu tematik prioritas lainnya;

7)   penyediaan  layanan  yang  bekeriasama  dengan  operator  internet
melalui BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama; dan

8)   sarana prasarana informasi dan komunikasi lairmya yang sesuai
dengan  kewenangan  Desa  dan  diputuskan  dalam  Musyawarah
Desa.
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b.  pengembangan  nonsarana  dan  prasarana  teknologi  informasi  dan
komunikasi, seperti:
1)  pelatihan peningkatan kapasitas literasi digital;
2)  pemberdayaan komunitas informasi masyarakat di Desa; dan/atau
3)  pengembangan nonsarana dan prasarana teknologi informasi dan

komunikasi   lainnya    sesuai    dengan    kewenangan    Desa   dan
diputuskan dalam Musyawarah Desa.

G. Pembangunan  Berbasis  Padat  Karya  Tunai  Dan  Penggunaan  Bahan  Baku
Lokal
1.     Pelaksanaan  Padat  Karya  Tunai  Desa  difokuskan  pada  pembangunan

sarana prasarana di Desa atau pendayagunaan sumber daya alam dengan
memperhatikan   pelestarian   lingkungan   dan   berbasis   pemberdayaan
masyarakat.

2.     Pelaksanaan padat Karya Tunai Desa didasarkan pada prinsip:
a.  inklusif melibatkan  masyarakat miskin,  kaum marginal penyandang

disabilitas, dan penganut kepercayaan.
b.  partisipatif dari, oleh, dan untuk masyarakat Desa dengan semangat

gotong royong dan disepakati dalam Musyawarah Desa.
c.  transparan  dan  akuntabel  mengutamakan  prinsip  transparan  dan

akuntabel  baik  secara  moral,   teknis,   legal  maupun  administratif
kepada semua pihak.

d.  efektif kegiatan prioritas, berdampak pada peningkatan kesejahteraan
dan daya beli masyarakat Desa serta adanya pengelolaan, perawatan,
dan pelestarian yang berkelanjutan.

e.  swadaya  dan   swakelola  mengutamalcan   keswadayaan   masyarakat
dengan berbagal bentuk sumbangari dana,  tenaga,  dan bahan baku
yang   tersedia   di   Desa   serta   dilaksanakan   secara   mandiri   oleh
masyarahat Desa.

3.     Pekeria diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur, perempuan
kepala  keluarga,  anggota  keluarga  miskin,  serta  anggota  masyarakat
marginal lainnya.

4.     Pembayaran upah keria diberikan setiap hari.
5.     Upah  kerja  paling  sedikit  50%  (lima  puluh  persen)  dihitung  dengan

ketentuan sebagai berikut:
a.  besaran anggaran upah keria paling sedikit 50% (lima puluh persen)

dari total biaya per kegiatan yang dilakukan menggunakan pola Padat
Karya Tunai Desa; dan

b.  upah   kelja   paling   sedikit   50%   qima   puluh   persen)   mencakup
pembayaran  tenaga kerja untuk mengangkut bahan  material  untuk
bangunan,  penyiapan  lokasi  bangunan,  dan  pelaksanaan  kegiatan
Pembangunan.

6.     Jenis kegiatan padat Karya Tunai Desa dan penggunaan bahan baku lokal
meliputi antara lain:
a.  pertanian dan perkebunan untuk Ketahanan Pangan

1)   pemanfaatan lahan kosong milik Desa untuk tanaman pangan dan
perkebunan;

2)   pemanfaatan lahan kosong milik warga untuk penanaman sayuran
dan lain-lain; dan

3)   penanaman tumpang sari tanaman pokok di lahan perkebunan.
b.  wisata Desa

1)   kebersihan tempat wisata yang dikelola BUM Desa dan/atau BUM
Desa bersana; dan

2)   kebersihan tempat kuliner yang dikelola BUM Desa dan/atau BUM
Desa bersama.

c.  perdagangan logistik pangan
1 )  pemeliharaan bangunan pasar;
2)  pemeliharaan lumbung pangan milik Desa; dan
3)  pengemasan hasil pertanian dan perkebunan.
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d.  perikanan
1)  pemasangan atau perawatan keramba bersarna;
2)  pengelolaan budidaya ikan melalui BUM Desa dan/atau BUM Desa

bersama;
3)  membersihkan tempat pelelangan ikan dan tempat penjualan ikan

lainnya yang dikelola BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama.
e.  petemakan

1)  membersihkan  kandang  temak  milik  BUM  Desa  dan/atau  BUM
Desa bersama;

2)  penggemukan  temak  bersama  dengan  sistem  bagi  hasil  yang
dikelola BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama; dan

3)  kelja sama BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama dan petemak
dalam pemanfaatan kotoran temak untuk pupuk organik.

f.   industri pengolahan dan pergudangan untuk pangan
1)  perawatan gudang milik BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama;
2)  perawatan alat penggilingan padi milik BUM Desa dan/atau BUM

Desa bersama; dan
3)  penyewaan gudang secara murah yang sebagian dibayar melalui

Dana Desa.
9.  air minum aman dan sanitasi bersih

1)  pengelolaan air minum aman;
2)  program penyuluhan dan pelatihan pengelolaan air minum aman;
3)  pembangunan dan perbaikan jamban umum;
4)  pembangunan dan/atau pembersihan saluran drainase;
5)  pengadaan dan pemasangan tempat pembuangan sampan;
6)  pembersihan lingkungan komunal;
7)  pembangunan sumur resapan atau tangki septik komunal; dan
8)  program penyuluhan dan pelatihan sanitasi.

h.  pembangunan rumah murah dengan sanitasi yang baik
1)  fasilitasi pembangunan rumah murah bersanitasi baik;
2)  pembangunan dan perbaikan jamban keluarga;
3)  pengadaan dan pemasangan tempat sampah; dan
4)  pembangunan sumur resapan atau tangki septik.

Program  Sektor  Prioritas  Lainnya  di  Desa  1.  Bantuan  permodalan
kepada BUM Desa a. penyertaan modal Desa yang dilakukan untuk modal
awal  pendirian  BUM  Desa  dan/atau  BUM  Desa  bersama  dilaksanakan
oleh  Desa  yang  belum  mendirikan  BUM   Desa  dan/atau  BUM   Desa
bersama. b. penyertaarl modal Desa yang dilakukan untuk penambahan
modal   BUM   Desa/BUM   Desa   bersama   meliputi:    1)   pengembangan
kegiatan usaha BUM  Desa dan/atau BUM  Desa bersama;  2)  penguatan
struktur  permodalan  dan  peningkatan  kapasitas  usaha;  dan/atau  3)
penugasan    Desa   kepada   BUM    Desa/BUM    Desa   bersama   untuk
melaksanakan kegiatan tertentu berdasarkan hasil Musyawarah Desa. c.
pengembangan    kegiatan    usaha    BUM    Desa/BUM    Desa    bersama
difokushan  untuk  pembentukan  dan  pengembangan  produk  unggulan
Desa   dan/atau   produk   unggulan   kawasan   perdesaan,   meliputi:    1)
pengelolaan  hutan  Desa;  2)  pengelolaan  usaha  perhutanan  sosial;  3)
pengelolaan  hutan  adat;  4)  pengelolaan  air  minum;  5)  pengembangan
produk pertanian,  perkebunan, dan/atau petemakan; 6)  pengembamgan
produk  perikanan  (pembenihan,  pengasapan,  penggaraman,  perebusan
dan   lain-lain);   7)   pengembangan   sarana   produksi   pemasaran   dan
distribusi produk;  8) pengembangan Desa wisata; dan 9) pengembangan
usaha BUM  Desa/BUM  Desa bersama lainnya yang sesual potensi dan
kewenangan  Desa.  2.  kegiatan  lain  sesuai  dengan  kebijakan  prioritas
nasional    dan/atau    berdasarkan    dokumen    perencanaan    kebijakan
nasional.
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H. Program Sektor Prioritas Lainnya di Desa
1.   Bantuan permodalan kepada BUM Desa

a.  penyertaan modal Desa yang dilakukan untuk modal awal pendirian
BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama dilaksanakan oleh Desa yang
belum mendirikan BUM Desa dan/afau BUM Desa bersama.

b.  penyertaan  modal  Desa  yang  dilakukan  untuk  penambahan  modal
BUM  Desa/BUM  Desa bersama meliputi:  1)  pengembangan  kegiatan
usaha   BUM   Desa   dan/atau   BUM   Desa  bersama;   2)   penguatan
struktur permodalan dan peningkatan kapasitas usaha; dan/atau 3)
penugasan   Desa   kepada   BUM   Desa/BUM   Desa   bersama   untuk
melaksanakan kegiatan tertentu berdasarkan hasil Musyawarah Desa.

c.  pengembangan   kegiatan   usaha   BUM   Desa/BUM   Desa   bersama
difokuskan untuk pembentukan dan pengembangan produk unggulan
Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, meliputi:
1)  pengelolaan hutan Desa;
2)  pengelolaan usaha perhutanan sosial;
3)  pengelolaan hutan adat;
4)  pengelolaan air minum;
5)  pengembangan     produk     pertanian,     perkebunan,     dan/atau

petemakan;
6)  pengembangan    produk   perikanan    (pembenihan,    pengasapan,

penggaraman, perebusan dan lain-lain) ;
7)  pengembangan sarana produksi pemasaran dan distribusi produk;
8)  pengembangan Desa wisata; dan
9)  pengembangan. usaha BUM Desa/BUM Desa bersama lainnya yang

sesual potensi dan kewenangan Desa.
2.   kegiatan   lain   sesuai   dengan   kebijakan   prioritas   nasional   dan/atau

berdasarkan dokumen perencanaan kebijakan nasional.

I.   Dana Operasional Pemerintah Desa
Dana Desa dapat digunakan untuk dana operasional pemerintah Desa paling
banyak  3%  (tiga  persen)  dari  pagu  Dana  Desa  setiap  Desa  dengan  tetap
memperhatikan kewenangan Desa.  Dana operasional pemerintah Desa yang
bersumber dari Dana Desa digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas
Pemerintah Desa dan diberikan setiap bulan. Kepala Desa dalam Penggunaan
dana operasional  pemerintah  Desa yang bersumber dari  Dana  Desa harus
memperhatikan     aspek     transparansi,     akuntabilitas,     dan     partisipasi
masyarakat dan laporan pertanggungjawaban yang disertai alat bukti yang
sah untuk menjaga akuntabilitas serta mengacu pada ketentuan peraturan
perundang undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Desa.
Dana operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa meliputi
ke8iatan,
1.  Koordinasi

Dana operasional pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa dapat
digunakan  untuk  kegiatan  koordinasi yang  dilakukan  bersama  dengan
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa lain, masyarakat
dan/atau kelompok masyarakat dalam rangka membangun keharmonisari
hubungan koordinasi serta kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan
tugas Pemerintah Desa, meliputi:
a.  biaya komunikasi Pemerintah Desa, seperti pulsa dan kuota internet;
b.  kegiatan     rapat/pertemuan     dalam     rangka     koordinasi     yang

diselenggarakan di Desa; dan

c.  biaya  pelaksanaan  koordinasi  dari  Desa  ke  kecamatan  dan/atau
kabupaten setempat berupa biaya untuk transportasi disertal dengan
bukti   penggunaan.    Perialanan   dinas   dilakukan    dalam   rangka
kcordinasi  dan/atau  menghadiri undangan  dari  supra  Desa  terkait
pelaksanaan Dana Desa.
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2. Penanggulangan kerawanan sosial masyarakat
Dana operasional pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa dapat
digunakan untuk kegiatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan
kerawanan sosial yang disebabkan karena:

a.  kemiskinan/kesusahan/musibah     dan/atau     keterbatasan     dana,
meliputi:
1)  biaya  transportasi  masyarakat  Desa  yang  membutuhkan  akses

darurat kepada layanan kesehatan yang beriarak jauh dari  Desa;
dan

2)  bantuan  pemulasaran  jenazah  bagi  masyarakat  miskin  ekstrem
seperti kain kafan dan peti jenazah.

b.  konflik sosial, meliputi:
1)  biaya operasional untuk mediasi konflik sosial di Desa seperti biaya

transportasi dan konsumsi forum mediasi;
2)  biaya  operasional  untuk  menjamin  keamanan  dan  ketertiban  di

Desa seperti biaya transportasi dan konsumsi; dan
3)  penyelenggaraan forum lintas kelompok budaya dan agama sebagai

upaya  pencegahan  konflik  sosial   seperti  pembiayaan  konsumsi
forum.

c.  bencana yang menimpa masyarakat Desa, meliputi:
1)  bantuan   lo`gistik  bagi  masyarakat  Desa  yang  menjadi   korban

bencana;
2)  biaya transportasi Kepala Desa dalam merespon bencana di Desa

yang belum mendapat intervensi dari supradesa; dan
3)  kegiatan    rapat/pertemuan    dalam    rangka    pencegahan    dan

penanggulangan kerawanan sosial.
3.  Kegiatan lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa

Dana  operasional  pemerintah  Desa  yang  bersumber  dari  Dana  Desa
dapat    digunakan    untuk    membiayai    kegiatan    di    luar    kegiatan
sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, antara lain:
a.  Protokoler, meliputi:

1)  penyelenggaraan upacara kedinasan di Desa; dan
2)  operasional        penyambutan        tamu        dari        pemerintah

pusat/ provinsi/ daerah yang berkunjung ke Desa.
b.  pemberian  untuk  masyarakat  yang  berprestasi,  khususnya  yang

berasal dari keluarga miskin di Desa, meliputi:
1)  bantuan seragam;
2)  perlengkapan sekolah;
3)  piagam atau plakat apresiasi;

c.  kegiatan olahraga, sosial, semi, budaya, keagamaan, meliputi:
1)  perlengkapan olahraga untuk karang taruna;
2)  penyelenggaraan acara kesenian di Desa;
3)  penyelenggaraan acara adat di Desa; dan
4)  penyelenggaraan acara keagamaan di Desa seperti pengajian.

d.  penguatan rasa kebangsaan dan kesatuan,  seperti penyelenggaraan
lomba peringatan hari nasional seperti hari kemerdekaan Indonesia,
hard  pahlawan,   hari  kebangkitan  nasional,   dan  peringatan  hari
nasional lainnya;

e.  kegiatan promosi, meliputi:
1)  promosi produk unggulan  Desa promosi produk unggulan  Desa

antara lain mengadakan pameran produk lokal Desa, pembuatan
spanduk, brosur atau leaflet; dan/ atau

2)  promosi  Desa  berbasis  digital  seperti  pelatihan  pengembangan
website Desa, pembuatan media dan/atau blog Desa.
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f.   pemberian   apresiasi   kepada   orang   dan/atau   masyarakat   yang
membantu tugas Pemerintah Desa, meliputi:
1)  piagam atau plakat apresiasi; dan
2)  penyelenggaraan   acara   apresiasi   bagi   tokoh   berjasa   di   Desa.

Pemberian   apresiasi   yang   bersumber   dari   dana   operasional
pemerintah  Desa  bagi  masyarakat  Desa  berprestasi  atau  yang
membantu    tugas    Pemerintah    Desa    harus    berupa    barang
(nontunai).

Dana operasional pemerintah Desa tidak dapat digunakan untuk:
1 .  membayar honorarium pemerintah Desa;
2.  perjalanan   dinas   Pemerintah   Desa   di   luar   kecamatan   dan/atau

kabupaten setempat; dan.
3.  membayar   iuran  jaminan   sosial   kesehatan   dan   jaminan   sosial

ketenagakerjaan  bagi  aparat  Desa.  Jaminan  sosial  kesehatan  dan
jaminan  sosial  ketenagakeriaan  bagi  aparat  Desa  dapat  bersumber
dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
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. BAB IV
PUBLIKASI DAN PELAPORAN

A.   Publikasi
Prioritas  Periggunaan  Dana  Desa wajib  dipublikasikan  oleh  Pemerintah  Desa
kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa
yang dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta
masyarakat Desa.

Sarana publikasi Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat dilakukan melalui:
1.   baliho;
2.   papan informasi Desa;
3.   media elektronik;
4.   media cetak;
5.   media sosial;
6.   website Desa.,
7.   selebaran (Zeafle£);
8.   pengeras suara di ruang publik;
9.   media lainnya sesuai dengan kondisi di Desa; dan
lo. untuk  mendukung  kampanye  pengembangan  Ijen  Geopark  Kabupaten

Bondowoso,  setiap desa wajib mencantumkan logo/ tc!ge Zz.ne ljen Geopark
pada publikasi sebagalmana dimaksud angka 1, 4, 5, 6, dan 7.

8.  Pelaporan
1.   Pelaporan    Prioritas    Penggunaan    Dana    Desa   dapat   dikelola   dengan

mengggunakan   aplikasi   sistem   informasi   Desa   yang   disediakan   oleh
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

2.   Bagi  Desa-Desa  yang  tidak  memiliki  akses  internet  sehingga  tidak  dapat
menggunakan    aplikasi    sistem    informasi    Desa    secara   online,    dapat
melakukan pelaporan Prioritas Penggunaan Dana Desa secara offine dengan
difasilitasi oleh Tenaga Pendamping Profesional.
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BABV
PEMBINAAN

A.  Pembinaan, pemantauan dan evaluasi Prioritas Penggunaan    Dana Desa dapat
dilaksanakan   dengan   menerapkan   pendekatan   digital   yaitu   menggunakan
aplikasi   sistem   informasi   Desa   yang   disediakan   oleh   Kementerian   Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

B. Pemerintah   Pusat,    Pemerintah   Daerah   provinsi   dan   Pemerintah   Daerah
kabupaten/kota  mengendalikan  penetapan  Prioritas  Penggunaan  Dana  Desa
Tahun 2022  secara berienjang dengan memberikan arahan pembinaan kepada
Desa.

C.  Kepala  Desa  memberikan  tanggapan  dan  infomiasi  balik  kepada  Pemerintah
Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Pusat.

D. Masyarakat Desa berhak menyampaikan pengaduan kepada Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal,  dan Transmigrasi,  serta Kantor Star Presiden
(KSP) , sebagai berikut:
1.     Layanan telepon
2.     Layanan SMS center
3.     Layanan whatsapp
4.     Layanan PPID

:  1500040
: 087788990040, 081288990040
: 087788990040
: Biro yang membidangi Hubungan Masyarakat

Kementerian Desa, Pembangunan Daera Tertinggal, dan Transmigrasi
5.     hayanan sosial Media :

a.    @Kemendesa (twitter);
b.    Kemendesa.1 (facebook);
c.     kemendesapDTI` (instagram);
d.    sipemandu.kemendesa.go.id; dan
e.    website  http:  www.IaDor.go.id  (LAPOR Kantor Staf FTesiden KSP).

BUPATI EON
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